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ACEH JAYA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturarn
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 632 3);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tate
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun
2022 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun
2022 Nomor 22);

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya

?
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Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013
Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2021 Nomor 6);

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh
Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Jaya Nomor 59);

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 67);

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun
2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah

bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
vang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin
oleh seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah
Kabupaten.

Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala

Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis

yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
Jjujur dan adil.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK

adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan



Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut
BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
dengan Tipe A yang melaksanakan unsur penunjang fungsi
keuangan.

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya
disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya.

8. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026
yang selanjutnya disebut dengan RPK Tahun 2023-2026 adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk
periode 4 (empat) tahun yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.)
Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan
Tahun 2026.

9. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Jaya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra BPKK
Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan BPKK Aceh Jaya
untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai
dengan Tahun 2026.

10. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat
RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk
periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
yang selanjutnya disebut Renja BPKK adalah dokumen perencanaan
BPKK untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
ACEH JAYA TAHUN 2023

Pasal 2
Renja BPKK Tahun 2023 memuat program, Kkegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi BPKK yang berpedoman kepada Renstra BPKK
Tahun 2023-2026 dan RKPK Tahun 2023.

Pasal 3
Renja BPKK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
BAB 1 : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
BAB III : Tujuan dan Sasaran;
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan;
BAB V : Penutup.

Pasel 4

Renja BPKK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Renja BPKK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi
pedoman bagi BPKK dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

BAB 11
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA
Pasal 6

(1) Kepala BPKK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja
BPKK.

(2) Kepala BPKK melaporkan hasil Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renja BPKK kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB 1V
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
ACEH JAYA TAHUN 2023
Pasal 7
(1) Perubahan Renja BPKK Tahun 2023 dapat dilakukan apabila terjadi
Perubahan RKPK Tahun 2023.
(2) Tata cara penyusunan perubahan Renja BPKK Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata
cara penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten

Aceh Jaya.
Ditetapkan di Calang
pada tanggal }"( i
Diundangkan di Calang

pada tanggal 14 Juli 2022 M
/7 35 Daulhijjah 1443 H

e i

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR W4
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Jaya telah rampung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 bahwa untuk melaksanakan secara bertahap penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan memperhatikan
seluruh aspek strategi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan oleh unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK.

Perkembangan konsepsivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja)
akan sangat berpengaruh terhadap Program dan Kegiatan SKPK
berdasarkan Renstra dan Program Tahunan SKPK, sebagai wujud
pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas Rencana Kerja (Renja)
sebagaimana yang diharapkan, sehingga dapat memberikan hasil yang
maksimal dan efektif serta transparan dalam melaksanakan pembangunan
daerah.

Akhirnya kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diharapkan lebih aktif dan
motivatif dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan target
yang akan dicapai.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat untuk kita
semua dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh
Jaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami menyadari masih
banyak kekurangan maka kami sangat mengharapkan saran dan kritikan
yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Calang, 15Juli 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kgbupaten
Aceh Jaya

SAFRUL MARYADIL SE. Ak, MLA.P
Pembina Utama Muda

Nip 19720327 200212 1 003
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1.1

1.2

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun
2023. Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 disusun dengan
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2022 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan
di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud

sinergitas antara dokumen perencanaan.

Landasan Hukum
Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014



10.

11.

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancamanyang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4871,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republik



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan
Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
DarussalamNomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan QanunAceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 102);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Kabupaten
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Jaya Nomor 16);

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya
(Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor
58);

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang RPK
(Rencana Pembangunan Kabupaten) Aceh Jaya Tahun 2023-2026;
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023;
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 114 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023.

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 adalah

sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan

dilaksanakan di BPKK Aceh Jaya.
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1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 adalah
agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai
acuan pelaksanaan pembangunan oleh BPKK sehingga dapat mewujudkan
sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja
Renja BPKK Aceh Jaya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika
penyusunan Renja BPKK adalah sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang landasan hukum; maksud dan tujuan;
serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKK TAHUN LALU
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Capaian
Renstra BPKK; Analisis Kinerja Pelayanan BPKK; Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK; Review Terhadap
Rancangan Awal RKPK; dan Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat.
BAB llI TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKK ACEH JAYA
Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan
Sasaran Renja BPKK; dan Program dan Kegiatan.
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023.



Bab IV PENUTUP
Berisi ringkasan singkat tentang acuan dasar dalam melaksanakan
tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan

sasaran guna mencapai tujuan.



2.1

BAB Il

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPK tahun lalu
dan pencapaian kinerja Renstra SKPK merupakan kegiatan yang bersifat
reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui
sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan
permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan
kegiatan, merealisasikan pencapain target kinerja program dan kegiatan
Renstra SKPK yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan
prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK (DPA-SKPK) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektivitas
anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan
secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang
ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam
mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan
ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam
penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja
(performance budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu
pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi
sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat
menjadi acuan BPKK Aceh Jaya dalam menyusun Program Kegiatan. BPKK
Aceh Jaya, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga
melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

BPKK dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain

menyusun Rancangan APBK, Perubahan APBK dan Pertanggungjawaban



Pelaksanaan APBK. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKK
sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung
juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap
dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017-2022
bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan untuk tahun
2017-2022 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat;
3. Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata
guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;

5. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tingkat efektifitas dan efisensi kinerja program kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel 2.1 yang
menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian
Renstra OPD sampai dengan Tahun 2021, Target Kinerja Capaian Program
(Renstra OPD) Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
OPD sampai dengan Tahun 2022.
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Tabel 2.1

Rakapitulasi Evaluasi Hasil Pal 1 Renja P ghkat Daerah dan
Pencapaian Renstra BPKI Aceh Jaya s/d Tahun 2022
Target dan Realisssi Kinerja Program dan Perkiraan Realisas| Capalan Targat Renstra
K Tah SKPD hun berjal
Target Kinerja Capalan Realisasi Targat QURR RN LAl Target program 6/d tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemarintshan Daerah Indikatar Kinarja Program Renstra Kinerja Hasil Program dan kagiatan
i Ti _ i o
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Para:mz;o;gg- s/d dans:;I::r::: ;Zg;tan s;';:‘:m: Realisasi Ranja ;‘;f::ﬂ‘l i:::f ;c“z"; ReslsCopain Progam da | T8kt Copion
al Tz .
i SKPK Tahun 2021 iy Keglatam 4/ Tution 2062 Renstra (%)
;3 2 3 4 -] 8 T 8=(7/86) 9 10 it
50201201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
5020120101 |p an  Dokumen  Perer Jumlah Dokumen Renatra dan 5 dol 3 dok 1 dok T dok 10000 | 1 dok 5 dok 100.00
Perangkat Dasrah Renja
5.02.01.201.06 Koordinasi dan P‘eh;_ru'aunan Laporan Capaiaﬁ Jumiah laporan 2 IeE i T lap Ia;' * . 1 lap 1 mp 50,00
Kinerja SKPD
5020120107 [Evaluasi Kinerja Parangkat Dacrah *Jumiah Dokumen LAKIP 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100.00 1 Wk | 5 dok 100,00
50201202  |Administrasi Keuangan I D - h [
- |Penyediean Gaji dan Tunjangan ASN | JumiahASN 60 bin 36 bin 12 bin | 12 bin 100.00 12 bin 60 bin 10000
i Koordinasi  dan Penyusunan  Laporan| "~ Jumlah laporan 5 lap 3 lap 1 lap EF _IE\E_ 10000 1 'Ia'ﬁ 5 fap 100,00
Keuangan Bulanan/Semesteran
5.02.01.2.06 Administrasi Umum o " Persentase realisasi | ) . i TR | [} ' o '
Pemenuhan terhadap
palayanan administrasi
perkantoran
= ~[Penyediaan  Komponen  instalasi| Jumiah alat lisuik dan eiekonik | “10jenls | 10 jenis 10 jenis | 10 jenis 100 00 10 jenls 40 jemis | 10000
Listrik/Penarangan Bangunan Kantor
©|peryediaan Paralatan dan Perlengkapan] Jumian pengadas T esumt | 52 unit | 18 unmt | 18 umt | 10000 | 25  unit 95 unt | 100.00
Kantar gedung kantor
i Pﬁnya&iann Bahan Log'rsuk Kantor lenis Ir'.iglstik T a3 jenis 43 }s-i':isu 43 jenis a3 lenis 10000 43 ]en-la_ i 43 jenis 100.00
~ |Penyediaan  Barang  Cetakan  dan|  Jumiah panggandaan 275,880 Ibr 162025 lbr 38,860 Ibr | 38.000 itr 97.79 | 74960 lembar | #AHNENHRE lembar 100.00 |
Penggandaan
R Penyedisan Bahan B dan Perstran|  lumiahbahanbacaan | ijene | i Jenis | djems | 1 jenis 10000 | 1 jenis 1 jenis 100.00
Perundang-Undangan
T |Fasiitasi kunjungan Tamu | Jumiah jamuan makanan dan 250 kall 135 kali 50 kali 85 kall 110.00 50 kali 240 kali - 9600
minuman tamu
| [Penyelenggarsan Rapat Kordinasi dan| Jumiah perjaianan dinas dajam 1010 kali | 562 kali | 317 kail | 195 kai 6151 184 kall 941 Kall 9317
Konsultasi SKPK dan luar daerah
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu

Parkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan

Target Kinarja Capaian Real i Target Target program
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinarja Program Renstra Kinerja Hasil Program dan kegiatan
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Peraﬁgl:lal D:;;;h &/d daf;:(:t.nr.la:n i;;ggtan ;{rxlg:n:: Realisasi Renja Tmf,m| :‘:n:: ;OK;D] Ty oy Enm:?.wll
ahun ahun realisas un 202 i ealisst Torge
Kegatan s'd Tabun 2022
2021 SKPK Tahun 2021 %) Cpantan & in Renstra (%)
50201207 Pengadaan Barang Milik Daerah
i Peﬂgadaan Kendaraan Dinas Bgerasmnal Jumiah pengadaan kendaraan T 6 umit 3ot | unit | Tt | - s umt 6 unit 100.00
atau Lapangan dinas
Pengadaan Mebel | umiah pengadasn mebeleur | szunt | 20wt Tuit | % wed | 10006 | 43wt | 34 uni 10625 |
50201208  |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan| A I R
Pemerintah Daerah
e e e et PRy, P NPT e e e RSP e |
Panyadiaan jasa | Sumber Daya Air{Jumiah tagihan telepon, alr, listrik G0 bulan 36 bulan 12 bulan i2 bulan 100.00 12 bulan 60 bulan 100.00
dan Listrik dan tagihan internaet
N [ y Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Té-r'l-aga Harian Lepas 32 org a2 orang 32 oarg 32 org 100.00 32 o 32 org 100.00
Pemeliharaan  Barang  Milik Daerahl | [ N I I ¥ B O 0
Py jang Urusan | intahan Daerah
) "___E"_,_' Jasa  Pamelih “-_"ﬁw Jumlah paﬁé‘l@n_k;hd;r;arf ) 4 unit 2 unit 4 unit 2 unit -€000 4 unit 4 unit T 10000
Pemeliharaan  dan Pajak  Kendaraan dinas/ operasional
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharsan. Biaya|  Jumlah kendaraan dinas T 74 unit | 21 unit j 25 unit | 21 unit | 8400 | 32 wnit | 75 umit 101.36
Pemeliharaan, Pajak dan Parizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
- o |Pemel m_Pe;Lat‘a_na;ﬁ-i\d'esiHLaEmva Jumiah peméllhursan peralatan A5 umit 15 unit 45  unit 20 unit 44 44 10 unit 45 unit 100.00
gadung kantor
T " |Pemelinaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan| Jumiah rehab sedang/berat 1 unit 1 unit 1 unit 1 unt 100.00 1 unit 1 unit 100.00
Bangunan Lainnya gedung kantor
[60202201  |koordinasi dan Penyusunan Renc: ana| o S I - =1
Anggaran Daerah
Koordinas| dan Pany KUAdan PPAS | hdokumen | - 2 dok | 10000 Cill :
- Koordinas! dan Penyusunan Perubahan KUA|  Jumlah dokumen 4 dok 200 dok 2 dok 100.00 2 dok 4 dok 100.00
dan Perubahan PPAS
| |Koordinasl, Penyusunan dan Verifikasi RKA- Jumiah dokumean 88 dok 4400 dok | 44  dok 10000 44 dok 88 dok 100.00
SKPD
~|Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi " Jumiah laporan 88 lap a 4400 lap 44 lap | 10000 | 44 lap | 88 lsp | 10000
Perubahan RKA-SKPD
T |Koordinasi, Penyusunan dan Venfikas| DPA- Jumiah dokumen 88 lap o 4400 tap | 44 lap 100.00 44 dok B o0k S
SKPD
©|Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Jumiah laporan T 8d8lap 4400 lap 44 ap 10000 | 44 iap 88 lap 100.00
Perubahan DPA-SKPD
mK_éérdmasi dan Penyusunan Paraturan Daarah lumlaﬂulgﬁdrsn __f!é_lap 15Iap 5 Iap_ 5 lap 100.00 5 lap 25 lap 100.00
tentang AFBD dan Peraturan Kepala Daerah
tantang Penjabaran APBD
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capalan Target Renstra
Tah I SKPD s/d lah la
Targat Kinarja Capaian Reali Target Kegiatan Tahue Lals Target program &/d tatun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program Renstra Kinerja Hasil Program dan keglatan
L t )
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan PeraTr:J:;tn D:g:aha}d dans::|1|:|:;: :gg-;‘sn ‘;;rg: Yl::!:j: Realisasi Renja r:l:g:ati 1:::;5 ;;i;; P = mﬁ.
Ki d Tahun 2032
2021 SKPK Tahun 2021 ) cqpitan u/ 1 Renstn )
Keordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Jumliah laporan 25 lap 15 lap & lap 5 lap 100 00 5 lap 25 lap 100.00
tentang Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang  Penjabaran
Perubahan AFBD
"~ [koord dan Peny Regulasi serta|  Jumlah laporan T smp 3 jap 1 iap 18p | 10000 1lap 5 lap 10000
Kebijakan Bidang Anggaran
[ Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah|  Jumlshlaporan | 5 lap 3 lap 1 fap 1 lap 10000 | “1lap 5lap 100.00
Kabupaten/Kota
1’5.0'2.65':’.0’2 |koordinasi dan " Pengelolaan o ) o | . D
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pangslolaan Kas Daerah lumiah dok SP20 | 67767 dok | 34900 dok 11250 dok | 11247 dok 9997 11620 dok 57,767 dok 100,00
|Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan|  Jumiah dokumen 3650 dok 2160 dok | 728dok | 728dok | 10000 | 728 dok 3646 dok | 9989
|Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
b - e ——— e BT T = = S T——— S—— . - SN ——————n e tta ]
Koordinasi, Fasilitasi, A . Sinkronisasi, Jumiah koordinasi 18 kali kali kali 9 kall - 9 kali 18 kali 100.00
Superyisi, Monitoring dan Evaluasi
Peng Dana Peri dan Dana
Transfer Lainnya
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Jumiah ) T4 dok 2 dok 7 B T 2dok | 4 dok 100.00
Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan|
dan Pertanggungjawaban Sub Kegjatan
5.02022.02 Koordinas| dan Pelaksanaan Akuntansi dan P e e - o 1 - T
Palaporan Keuangan Daerah
) Koordinasi dan  Penyusunan  Rancangan| Jumiah taporan T 30 mp 18 lap |  6lap | € lsp 100.00 6 ap | 30 lap 10000
Paraturan Dasrah lantang|
Partanggung) 1 Pelal APBD
Provinsi dan Rancangan Peraluran Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggung Pelal 1 APBD
Kabupaten/Hota
| |Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis|  Jumiahlaporan |  Swp | 4 Jap 2 -y e | s mp 100 00
Operasional  Penyelenggaraan  Akuntansi
Pemerintah Daerah
50202203  |Penunjang  Urusan  Kewenangan| o i L S (S S il i . o N
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan| Jumiah laporan/disalurkannya T 860 lap | 616 lap 172 lap 172 lap 10000 | 172 lep 860 lap 100.00
Keuangan Bantuan Keuangan Khusus
Pengelolaan Dana Darurat dan Mandesak | Terlaksananya belanja darurat | GO bln 36 bin | 12 bin 12 bin | 10000 | 12 bin 80 bin " 10000
dan mendasak
~ |Pengeivlasn Dana Bagl Hasil Kabupaten/Kota | Belanja bag hasil pajak daerah | 860 lap | 516 lap 172 lap 172 lap 10000 | 472 lap | ¢ 860 lap 100.00
dan retribusi dasrah
kepada pemerintahan desa dari
bagi hasil pajak
dasrah dan retribusi daerah




Target dan Realisas: Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

1 SKPD s/d tahun beralan
Target Kinerja Capaian 2 Target Kagiawn Tabip Laly Target program i "
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dagrah Indikator Kinerja Program Renstra Kinerja Hasil Program dan kegiatan
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Perangkat Daerah s/d  |dan Keluaran Kegiatan| Targst Renja Deniitasl Rasili Tingkat (Renja SKPD 3oy . Tinghat Capuian
Tahun 2023 s/dTahun2020 | SKPK Tahun | S8 ORI relisasi tahun2022) | "Cemomrn BRI | Resisas Tuger
2021 (%) Renstra (%)
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Millk Daerah
- Penyusunan Standar Harga Jumiah laporan 5 lap T3 Ln‘_u_ o fa;;m e lap 100.00 1 lap 5 la_p - - 100.00 |
Peny Pere ¥ 1 Barang Jﬂ'rﬁgh_lapomn- . E-Yn'f: = lap = 1 lap 1 lap - . i"i_ab"“ - o _2_|;p_ o 100.00
| |MilikDaerah I~ NN I - = = N
Peny Kabijak P ol Barang Jumiah laporan 2 lap 1 lap 1 lap 1 lap 2 lap 100.00
—_|Milik Daersh S| [T e
Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah taperan 5 lap 1 lap 1 lap 100 00 1 lap 5 lap 100.00
Pangamanan Barang Milik Daerah Jumiah dokumen | " 100 dok o 50 dok 50 dok 100.00 50 dok 100 dok 100.00
| |Penilaian Barang Millk Daerah |  Jumiah laporan 5 lap 3 lap 1 lap EYTH 10000 1 lap 5 lap 10000
T pene dan Pengendalian Peng Jumiah laporan 80 “lap a0 lap | 40 lap - 40 sp | = 80w@p | 10000
Barang Milik Daerah
i -6DTI1!8|IEUS| Peuggunaan - Pamanfaatan, Jumiah dokumen _dﬂk_ il o -I -I— o _-&Uh - 100 _Eb_k__ _.-ido .dﬂ_k- o - _50_070
P ga P dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan| Jumiah laporan 15 fap 9 fap 3 lap 3 w@p | 10000 | 3 ap 15 lap 10000
Laporan Barang Milik Daerah
|60204201  [Pengelolaan Pandapatan Daerah SRR B R
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Jumlah laporan 5 lap 3 lap 1 lap 1 lap 100.00 1 lap 5 lap 10000 |
sarta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
F dan Pendaftaran Objek Pajak| Jumiah laporan 5 Iap - - 3q-l;|:". : 1 lap 1 lap 10000 1 lap — _ﬁlap 100.00
Daarah
[ ~ |pengolahan. Pemeliharaan, dan Pelaporan = Jumlah I'a:ié-ran 5 lap 3 lap N 1 lap 1 Iép | 1oooo 1 lap | 5 lap ) 100.00
Basis Dala Pajak Daarah
[ Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan ~ Jumiah iapb}x:_n-l_ i E_I'ép'-' 3 Ia_p i '!'i;p 1 lap 100.00 o _i_ia_p_ g_iép o 10000 |
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan|
(BPHTS)
Penatapan Wajib Pajak Daerah Jumilah laporan 5 lap 3 lap 1 lap 1 lap 100 00 1 lap 5 lap 100.00
[ |Penagihan Pajak Daeran Jumiah laporan 5 lap 3 lap 1 e | 1mp 100.00 1 Iap 5 ap "~ 10000
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Pada tahun 2022 ini Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Jaya berusaha untuk terus meningkatkan PAD, penatausahaan keuangan,
pelaporan dan pengelolaan Aset secara cepat, tepat dan akuntabel sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi BPKK yaitu melaksanakan urusan umum
pemerintahan di bidang pegelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja
pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terus berbenah diri
bersama BAPPEDA telah berusaha merencanakan dan berupaya APBK
ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember), meningkatkan pelayanan
pencairan dana (SP2D). Pelayanan perpajakan kepada masyarakat terutama
dalam pengurusan NPWPD, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB
dan BPHTB yang cepat dan tepat waktu. Kondisi yang diinginkan sebagai
penentu keberhasilan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Jaya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kinerja aparatur secara profesional.
2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan OPD yang berbasis
akrual.
3. Tersedianya Sistem Informasi yang baik dan dapat melayani kebutuhan
pengelolaan keuangan dan aset daerah secara online.
4. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan
lainnya secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung
pengelolaan pendapatan daerah
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban selaku
warga negara untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
7. Adanya kemauan dari semua unsur untuk berbuat dan memikirkan upaya

peningkatan penerimaan PAD.
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8. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang akurat dan sesuai
dengan perkembangan zaman
9. Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara umum target pelayanan pada BPKK dapat dikelompokan
menjadi 4 kelompok yaitu :
1. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yaitu tentang
perencanaan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

2. OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya vyaitu terhadap
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pencairan dana kegiatan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan barang milik
daerah.

3. Pemangku kepentingan dalam hal pembahasan anggaran pendapatan dan
belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

4. Masyarakat yaitu dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak PBB,
BPHTB, hotel, restoran, reklame, parkir dan retribusi pemakaian kekayaan
daerah.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat serta peran dalam melaksanakan urusan umum
pemerintahan di bidang keuangan, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Rendahnya pertumbuhan penerimaan daerah dari sektor Retribusi.

2. Masih rendahnya penyerapan belanja daerah.

3. Kurangsinerginya perencanaan dan penganggaran.

4. Pengguna dan pengurus barang milik daerah belum sepenuhnya disiplin

dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan aset tetap secara baik.

5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah.

6. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memotong/cash langsung pajak

daerah pada penerimaan Pembayaran atas layanan Pajak Restoran.

7. Masih terbatasnya petugas pajak daerah.
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8. Masih ada pengusaha restoran yang belum menggunakan mesin cash
register sehingga menyulitkan petugas dalam pemeriksaan pelaporan
pajak daerah.

9. Belum adanya PPNS khusus perpajakan daerah.

10. Belum optimalnya sosialisasi PDRD kepada masyarakat.

11. Masih lemahnya sanksi hukum yang diatur dalam Qanun Pajak Daerah.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya
yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas membantu bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang
menjadi kewenangan daerah Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai tugas pokok merumuskan,

menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi

penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, aset,
akuntansi dan perbendaharaan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan, anggaran, aset, akuntansi, dan perbendaharaan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, anggaran, aset,
akuntansi dan perbendaharaan;

d. Pembinaan UPTB; dan
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e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan
atau Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan
kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK)  dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban APBK.
Disamping itu, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten juga mempunyai
tugas untuk merumuskan perencanaan belanja, pengelolaan keuangan daerah
serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Pencapaian Kinerja
Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terhadap 3 indikator

kinerja tercantum pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Aceh Jaya

SPM/ Realisasi capaian Proyeksi Catatan

NO Indikator Standar IKK Analisis
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nilai LKIP BPKK 58,97 66,30 | 62,25 63,00 58,97 66,30 62,25 63,00
Opini BPK terhadap
2 laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
daerah
Peningkatan

3 Pendapatan Asli 24,34 27,34 3,84 3,84 -8,51 27,34 3,84 3,84

Daerah Aceh Jaya
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Pencapain indikator sebagaimana tercantum dalam tabel di atas
dapat diuraikan sebagai berikut:

» Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mendapat opini WTP dari
BPK RI yang didukung oleh program pengelolaan keuangan daerah dan
program pengelolaan barang milik daerah.

1). Program pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan yang terdiri
dari:
1. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
2. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah
3. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
2). Program pengelolaan barang milik daerah dengan kegiatan
pengelolaan barang milik daerah
> Pada Tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah Aceh Jaya sebesar
Rp.72.477.015.955,- dan realisasi sebesar Rp.75.575.290.760,23,-
atau sebesar 104,27% yang didukung dengan program pengelolaan
pendapatan daerah dengan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
»  Tahapan penyusunan anggaran sudah memenuhi target yang
direncanakan dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 30
Desember 2021, yang didukung oleh program pengelolaan keuangan
daerah dengan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana

anggaran daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi BPKK
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap
program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Aceh Jaya. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengarubhi
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oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya untuk tahun 2023 —2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKK selaku salah satu Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten (SKPK) yang juga merangkap sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghadapi berbagai permasalahan,

antara lain yaitu:

a.

Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga

memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;

. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;

Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;

. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang belum optimal;

. Belum seluruhnya proses operasional memiliki prosedur operasional baku

(Standar Operating Procedure);
Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPK yang masih kurang optimal
sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBK dengan

dokumen perencanaan daerah;

. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh

akan Sistem Akuntansi Pemerintah;

. Pengembangan aset belum seluruhnya diatribusikan ke aset induk;

. Belum seluruhnya dilakukan pendataan ulang terhadap WP PBB P2;

Belum adanya data base WP dan WR;
Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya

dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;

. Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah di bidang pengelolaan keuangan

daerah;

.Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan

daerah yang masih belum cukup; dan

. Kurangnya komitmen pimpinan SKPK terhadap kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;
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Adapun yang menjadi tantangan dan peluang dalam peningkatan

pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai

berikut:

a.

Peluang

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung
tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan
untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan aset/barang daerah;

Hubungan kerja dengan istansi terkait dan stakeholder telah terjalin
dengan baik;

Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap
aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang keuangan dan aset/barang daerah;

Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak
Legislatif;

Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;

Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan
membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan
penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel;

Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang

masih bisa dikembangkan

b. Tantangan

1.

Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, sedangkan
kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;

Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
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3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang
daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan
baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah SKPK;

4. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan semakin ketat dan meningkatnya intensitas;

5. Masih adanya aset di SKPK yang belum dioptimalkan;

6. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang
berkesinambungan;

7. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran
program/kegiatan;

8. Adanya tanah milik daerah namun bangunan di atasnya merupakan
bangunan yang dibangun dari sumber pembiayaan diluar APBD dan
belum diserahterimakan ke daerah;

9. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;

10. Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh daerah, namun belum
diserahkan;

11. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ;
dan

12. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan aset.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap
pengelolaan keuangan daerah ke depan, perlu dikembangkan upaya tindak
lanjut sebagai berikut:

a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan
dengan pengelolaan keuangan daerah;

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan
keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;

c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
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d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal
maupun vertical;

e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,
sarana dan prasarana serta aset dinas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK
Perkembangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, pada dasarnya sudah
terlaksana dengan baik, namun akibat keterbatasan dana dan anggaran yang
tersedia tidak semua program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan
awal rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK) dapat terealisasi.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPK dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra SKPK dan tingkat kinerja yang dicapai oleh
SKPK, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan
pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPK berdasarkan rancangan awal
RKPK.

Review terhadap rancangan awal RKPK, meliputi identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau
target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk
setiap program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja BPKK ini
dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
SKPK, evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKK. Perumusan rancangan awal Renja
BPKK dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengolahan data dan informasi,
analisis gambaran pelayanan pada BPKK, mereview hasil evaluasi pelaksanaan

Renja BPKK tahun Ilalu berdasarkan Renstra BPKK, isu-isu penting
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penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKK, telaahan terhadap rancangan awal
RKPK, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan
kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal
dokumen rancangan Renja BPKK, penyempurnaan rancangan Renja BPKK,
pembahasan forum SKPK, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan
umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Dalam
prosesnya juga diperbandingkan antara program-program yang sudah
dituangkan dalam RKPK dengan hasil analisa kebutuhan yang didasarkan pada
plafon dan prioritas anggaran. Hasil revie terhadap rancangan awal RKPK

Tahun 2023 tercantum pada tabel 2.3.
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Tabel 2.3
Revie terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2023

BPKK Aceh Jaya
Rancangan Awal RKPK Hasil Analisa Kebutuhan
No o P Catt
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C.I:pragiztn Pa%;'roc(l)lg;\tlf Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C.La;agiztn Pa%:r;.r::)lls)atlf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
! PROGRAM . PROGRAM Persentase Capaian
PENUNJANG URUSAN Persentase Capaian PENUNJANG URUSAN Kinerja dan
PEMERINTAHAN Kinerja dan PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/ Keuangan SKPK DAERAH KABUPATEN/ Keuangan SKPK
KOTA KOTA
Persentase
Ketepatan Waktu
Perencanaan, Penyusunan Perencanaan,
Penganggaran, dan Dokumen Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perencanaan, Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Dokumen Anggaran Perangkat Daerah
dan Dokumen
Evaluasi Kinerja
Penyusunan Dokumen Kab. Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Kab. Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat | A.Jaya Perencanaan 2 dok 5.010.000 Perencanaan A. Jaya Perencanaan 2 dok 4.927.200
Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kab.
Evaluasi Kinerja Kab. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja A.Jaya Jumlah Laporan
A. Jaya Evaluasi Kinerja 1lap 5.010.000 Evaluasi Kinerja 1lap 4.948.300
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
. . Kab. Jumlah Orang yang . . Kab. Jumlah Orang yang
Perxﬁ;agr;:zﬁan A. Jaya Menerima Gaji dan Or732ng 7.865.003.633 Per;ﬁi?;iagr;faAjslSan A. Jaya Menerima Gajidan | 72 Orang 9.021.558.486

Tunjangan ASN

Tunjangan ASN
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt.
. ; . L Target Pagu indikatif . . . L. Target Pagu indikatif
J K Lokasi Indikator K J K Lok Indikator K
rogram/ Kegiatan ndikator Kinerja Capaian (Rp.000) rogram/ Kegiatan okasi ndikator Kinerja Capaian (Rp.000)
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
. Triwulanan/ L Triwulanan/
Koordinasi dan Semesteran SKPD Koordinasi dan Semesteran SKPD
Penyusunan Laporan Kab dan Laporan Penyusunan Laporan Kab dan Laporan
Keuangan Bulanan/ ) p . 1 Lap 30.000.000 Keuangan Bulanan/ ) p . 1 Lap 29.613.400
. A. Jaya Koordinasi . A.Jaya Koordinasi
Triwulanan/ p Triwulanan/ p
Semesteran SKPD enyusunan Semesteran SKPD enyusunan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD /Semesteran SKPK
Administrasi Jumlah ASN yang Administrasi Jumlah ASN yang
Kepegawaian ditingkatkan Kepegawaian ditingkatkan
Perangkat Daerah Kompetensinya Perangkat Daerah Kompetensinya
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis . Menglkutl . Bimbingan Teknis . Menglkutl .
Implementasi Bimbingan Teknis Implementasi Kab Bimbingan Teknis
P Implementasi 3 orang 20.000.000 P ) Implementasi 3 orang 20.000.000
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- | A.Jaya
Undangan Peraturan Undangan Peraturan
& Perundang- & Perundang-
Undangan Undangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt.
Target Pagu indikatif Target Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capagian (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capagian (Rp.000)
. Jumlah Paket . Jumlah Paket
Penyediaan Komponen . Penyediaan Komponen .
Instalasi Kab Komponen Instalasi Instalasi Kab Komponen Instalasi
- ) Listrik/Penerangan 1 Paket 4.985.046 N ' Listrik/Penerangan 1 Paket 4.984.800
Listrik/Penerangan A.Jaya Listrik/Penerangan A.Jaya
Bansunan Kantor Bangunan Kantor Bansunan Kantor Bangunan Kantor
g yang Disediakan g yang Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Kab Peralatan dan Penyediaan Peralatan Kab Peralatan dan
dan Perlengkapan ) Perlengkapan 1 Paket 247.869.792 dan Perlengkapan ' Perlengkapan 1 Paket 223.550.000
A.Jaya A.Jaya
Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
1 Paket 1 Paket Kab.
. Jumlah Paket Bahan . A.Jaya | Jumlah Paket Bahan
PeLnyeidtlj(a; ?]ihran AKTb' Logistik Kantor yang PeLnyeidtlialw(al? iih?n Logistik Kantor yang 1 Paket 64.075.200
Ogls anto -Jaya Disediakan 0gls anto Disediakan
Penyediaan Barang kab. Bar;imlg:t:l?::tdan Penyediaan Barang kab. Bar;imlé]:taplf::tdan
Cetakan dan A.Jaya & 1 Paket 42.500.000 Cetakan dan A.Jaya & 1 Paket 40.796.000
Penseandaan Penggandaan yang Pengeandaan Penggandaan yang
g8 Disediakan g8 Disediakan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Kab. Bah?’liatziz: dan Penyediaan Bahan Kab. Bahapréiiziz: dan
Bacaan dan Peraturan A. Jaya 1 Dok 1.123.632 Bacaan dan Peraturan | A.Jaya 1 Dok 1.080.000
Perundang-Undangan Perundane- Perundang-Undangan Perundang-
g & Undangan yang g g Undangan yang
Disediakan Disediakan
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Pagu indikatif Pagu indikatif catt
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target nen et Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target wen et
Capaian (Rp.000) Capaian (Rp.000)
Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumlah Laporan
yine A.Jaya | Fasilitasi Kunjungan 1lap 23.772.300 Jung A.lJaya | Fasilitasi Kunjungan 1lap 23.770.000
Tamu Tamu
Tamu Tamu
Penyelenggaraan Rapat Kab. Ffumlalh Laporan Penyelenggaraan Kab. :DumlaPI\ Laporan
Kordinasi dan A. Jaya enve engga.raar? 1Lap 246.413.640 Rapat Kordinasi dan A. Jaya enve engga.raar? 1lap 246.413.640
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi
SKPD
Pengadaan Barang Kab. Pengadaan Barang Kab.
Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan A Jaya Penunjang Urusan A Jaya
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau Operasional atau 3 Unit Dinas Operasional atau Operasional atau 125.000.000
Lapangan Lapangan yang Lapangan Lapangan yang
Disediakan Disediakan
Kab. Kab.
Pengadaan Mebel A. Jaya Jumlah Paket Mebel 4 Paket 285.000.000 Pengadaan Mebel A. Jaya Jumlah Paket Mebel 4 Paket 37.806.650

yang Disediakan

yang Disediakan
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan
No Catt
. . . L Target Pagu indikatif . . . L Target Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp.000)
. Jumlah Unit Gedung
Pengadaan Gedung Kab. Jumlz:nLtJ:rltaf:jung Pengadaan Gedung Kab. Kantor atau
Kantor atau Bangunan A. Jaya Bangunan Lainnya 1 unit 64.000.000 Kantor atau Bangunan | A.Jaya Bangunan Lainnya 1 unit 100.000.000
Lainnya yang Disediakan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Kab. Penyediaan Jasa Kab.
Penunjang Urusan A. Jaya Penunjang Urusan A. Jaya
Pemerintahan Pemerintahan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kab. Pe;g;dL:aiakr;i?sa Penyediaan Jasa Kab. Pel?g;dljra]?kr;:?sa
Komunikasi, Sumber A. Jaya Sumber Daya :Air 3 Lap 498.249.220 Komunikasi, Sumber A. Jaya Sumber Daya :Air 3 Lap 179.094.364
Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Daya Air dan Listrik dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kab. Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kab. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum A.Jaya Pelayanan Umum 1lap 703.328.428 Pelayanan Umum A.Jaya | Pelayanan Umum 1lap 17.253.000
Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Pem:\el:li:'::r;::rgzrang
Perl::ljl:'l;r?azr:uhsan Penunjang Urusan
R Jans Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
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Rancangan Awal RKPK Hasil Analisa Kebutuhan
No Catt
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target pogu ndllatt Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target pog ndlatt
Capaian (Rp.000) Capaian (Rp.000)
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan dan Kab. atau Kendaraan Pemeliharaan dan Kab. atau Kendaraan
Pajak Kendaraan A. Jaya Dinas Jabatan yang 2 unit 22.159.000 Pajak Kendaraan A. Jaya Dinas Jabatan yang 2 unit 124.599.000
Perorangan Dinas atau Dipelihara dan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Kendaraan Dinas dibayarkan
Jabatan Pajaknya Jabatan Pajaknya
Penyedlaanja?a Jumlah Kendaraan Penyedlaanja§a Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak, Kab. tau L Pemeliharaan, Pajak, Kab. fau L
dan Perizinan A.Jaya aau.apanganyang 10 unit 86.233.000 dan Perizinan A. Jaya @ aq apanganyang 10 unit 192.396.600
Kendaraan Dinas P|pehhara d?” Kendaraan Dinas P|pehhara d?”
. dibayarkan Pajak . dibayarkan Pajak
Operasional atau . Operasional atau .
dan Perizinannya dan Perizinannya
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan Kab. Jumlah Peralatan Pemeliharaan Kab. Jumlah Peralatan
Peralatan dan Mesin A. Jaya dan Mesin Lainnya 104.039.750 Peralatan dan Mesin A. Jaya dan Mesin Lainnya 45 unit 42.570.000
Lainnya ’ yang Dipelihara Lainnya ’ yang Dipelihara
Jumlah Gedung Kab. Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabilit Kab. Kantor dan Pemeliharaan/Rehabili | A.lJaya Kantor dan
asi Gedung Kantor dan A. Jaya Bangunan Lainnya 365.500.000 tasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya 1 unit 219.091.840
Bangunan Lainnya ' yang Dipelihara/ dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi

Direhabilitasi
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt
Pagu indikatif . Pagu indikatif
; Lok
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja cga;ag;tn (Rp.000) Program/ Kegiatan okast Indikator Kinerja C-;a’:ag;tn (Rp.000)
2 - -
PROGRAM Opini BPK terhadap PROGRAM Opini BPK terhadap
PENGELOLAAN Laporan Keuangan PENGELOLAAN Laporan Keuangan
KEUANGAN DAERAH Daerah KEUANGAN DAERAH Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Penyusunan Penyusunan Rencana Penyusunan
Anggaran Daerah Anggaran Anggaran Daerah Anggaran
. . Kab.
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Al Jumlah Dokumen
Penyusunan KUA dan Al KUA dan PPAS yang 2 Dok 85.341.200 Penyusunan KUA dan -Jaya KUA dan PPAS yang 2 Dok 85.339.100
PPAS ~Java Disusun PPAS Disusun
Kab.
Koordinasi dan Kab Jumlah Dokumen Koordinasi dan A. Jaya Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan Perubahan KUA dan 2 Dok 85.362.200 Penyusunan Perubahan KUA dan 2 Dok 85.347.900
KUA dan Perubahan A. Jaya Perubahan PPAS Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
PPAS yang Disusun Perubahan PPAS yang Disusun
Koordinasi b Koordinasi ab.
oordinasi Kab. oordinasi
! - ! Al -
Penyusunan dan A. Jaya Ju;:]IagiF\{/EﬁﬂskZZ? 44 Dok 52.912.600 Penyusunan dan aya Juglagi?/z’:ﬂsg;? 44 Dok 48.840.800
Verifikasi RKA-SKPD yang Verifikasi RKA-SKPD yans
Pe:oss,rjg;isgan Kab. Jumlah Perubahan PenKOL?er:;iSIc’ian Kab. Jumlah Perubahan
Snyus A. Jaya RKA-SKPD yang 44 Dok 36.020.800 v A. Jaya RKA-SKPD yang 44 Dok 42.618.100
Verifikasi Perubahan

RKA-SKPD

Diverifikasi

Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD

Diverifikasi
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt.
Pagu indikatif Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target ) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target )
g g ) Capaian (Rp.000) g g ) Capaian (Rp.000)
Koordinasi, Kab. Koordinasi, Kab.
DPA- D DPA- D
Penyusunan dan A.Jaya Ju;nr:ahDiv:?ifiiE:i 44 Dok 52.912.600 Penyusunan dan A.Jaya Ju::ahDiv:?ifiiI;:i 44 Dok 49.839.100
Verifikasi DPA-SKPD yang Verifikasi DPA-SKPD yang
Pe:sjsrj::;s;an Kab. Jumlah Perubahan PenKsL?errI]r;SIclian Kab. Jumlah Perubahan
DPA-SKPD 44 Dok 36.020.800 DPA-SKPD 44 Dok 40.921.000
Verifikasi Perubahan A laya Divirifikglsing © Verifikasi Perubahan A laya DivserifikZ:ing °
DPA-SKPD DPA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Peraturan Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan Kab Daerah tentang Penyusunan Peraturan Kab Daerah tentang
Daerah tentang APBD A Ja\}a APBD dan 2 Dok 195.895.800 Daerah tentang APBD A Jaya APBD dan 5 Dok 215.540.800
dan Peraturan Kepala ’ Peraturan Kepala dan Peraturan Kepala ’ Peraturan Kepala
Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang
Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Jumlah Peraturan Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan
Daerah tentan Daerah tentang Daerah tentan Daerah tentang
Perubahan APBDian Kab. Perubahan APBD Perubahan APBDian Kab. Perubahan APBD
A.Jaya dan Peraturan 2 Dok 210.537.400 A. laya dan Peraturan 2 Dok 241.558.600

Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt.
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indllatt Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pogu indllatt
g g ) Capaian (Rp.000) g g ) Capaian (Rp.000)
Koordinasi dan Kab Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kab Jumlah Dokumen
Penyusunan Regulasi A ? ’ Regulasi serta 1 Dok 26.835.400 Penyusunan Regulasi Al ' Regulasi serta 1 Dok 95.141.500
serta Kebijakan Bidang --aya Kebijakan Bidang serta Kebijakan Bidang --aya Kebijakan Bidang
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pembinaan Mengikuti Pembinaan Mengikuti
Kab. . Kab. >
Penganggaran Daerah Pembinaan 33 616.499.200 Penganggaran Daerah Pembinaan 632.317.850
. A. Jaya : : . A. Jaya 33 Orang DL/
Pemerintah Penganggaran Orang Pemerintah Penganggaran
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Kab Koordinasi dan
Pengelolaan A T ’ Pengelolaan
Perbendaharaan --aya Perbendaharaan
Daerah Daerah
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dqkumen Koordinasi dan Kab. Jur.'nlah Dqkurr:nen
Hasil Koordinasi dan 11620 112.999.000 Hasil Koordinasi dan 11620 137.930.300
Pengelolaan Kas A. Jaya II2 Pengelolaan Kas A. Jaya o
Pengelolaan Kas Dok Pengelolaan Kas Dok

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah
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No

Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

Pagu indikatif

Pagu indikatif

Catt.

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C.I:;:agiitn (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CTaapragiZtn (Rp.000)
Penyiapan, Jumlah Dokumen Penyiapan, Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kab. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kab. Hasil Pengendalian
Pengendalian dan A.Jaya dan Penerbitan 728 Dok 24.998.700 Pengendalian dan A. Jaya dan Penerbitan 728 Dok 24.991.700
Penerbitan Anggaran Anggaran Kas dan Penerbitan Anggaran Anggaran Kas dan
Kas dan SPD SPD Kas dan SPD SPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Fasilitasi, Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, Fasilitasi, Asistensi,
Asistensi, Sinkronisasi, Sinkronisasi, Asistensi, Sinkronisasi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring Kab. Supervisi, Supervisi, Monitoring Kab. Supervisi,
dan Evaluasi A. Jaya Monitoring, dan 1 Dok 58.465.900 dan Evaluasi A. Jaya Monitoring, dan 1 Dok 48.880.800
Pengelolaan Dana Evaluasi Pengelolaan Dana Evaluasi
Perimbangan dan Dana Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengelolaan Dana
Transfer Lainnya Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Perimbangan dan
Dana Transfer Dana Transfer
Lainnya Lainnya
Penyusunan Petunjuk T(Jellimlsa:dprs::irsl{cl::si Penyusunan Petunjuk Jumlah Petunjuk
Teknis Administrasi Teknis Administrasi Teknis Administrasi
Keuangan yang
Keua.ngan yang Berkaitan dengan Keua.ngan yang Kab. Keua.ngan yang
Berkaitan dengan 50 Dok 60.700.000 Berkaitan dengan A. Jaya Berkaitan dengan 50 Dok 60.598.600

Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan

Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan dan

Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan

Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

Catt.

No
. Pagu indikatif . L Target T
. Lokasi . N Target [ Kegi . Indikator Kinerja Pagu indikatif
P Kegiat Indikator K . rogram/ Kegiatan Lok
rogram/ Kegiatan ndikator Kinerja Capaian (Rp.000) okasi Capaian (Rp.000)
. . . Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaba Pertanggungjawaban .
; > > Pertanggungjawaba
Sub Kegiatan n Sub Kegiatan Sub Kegiatan >
n Sub Kegiatan
K -
Koordinasi dan oordinasi dan
. Pelaksanaan
Pelaksanaan Akuntansi .
Akuntansi dan
dan Pelaporan
Pelaporan Keuangan
Keuangan Daerah
Daerah
Jumlah Rancangan
Koordinasi dan Peraturan Daerah Koordinasi dan Jumlah Rancangan
Penyusunan tentang Penyusunan Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan Pertanggungjawaba Rancangan Peraturan tentang
Daerah tentang n Pelaksanaan Daerah tentang Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Pertanggungjawaban n Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD Kab. Kota dan Pelaksanaan APBD Kab. APBD
Provinsi dan A.Jaya Rancangan 6 Dok 213.239.500 Provinsi dan A.Jaya Kabupaten/Kota 6 Dok 262.748.900
Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Rancangan Peraturan dan Rancangan
Kepala Daerah tentang Daerah tentang Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala
Penjabaran Penjabaran Penjabaran Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaba Pertanggungjawaban Penjabaran
Pelaksanaan APBD n Pelaksanaan Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaba
Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/ Kabupaten/Kota n Pelaksanaan
Kota APBD
Kabupaten/Kota
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No
P indikatif . P indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target et ineet Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target et et
& & ] Capaian (Rp.000) € € ] Capaian (Rp.000)
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan
dan Panduan Teknis Kab dan Panduan Teknis dan Panduan Teknis Kab dan Panduan Teknis
o] jonal : o] jonal o] ional ' 0 ional
perasiona A. Jaya perasiona 1 Dok 15.000.000 perasiona A. Jaya perasiona 1 Dok 14.997.800
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Akuntansi Akuntansi Pemerintah Akuntansi
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem Jumlah Sistem dan Penyusunan Sistem Jumlah Sistem dan
dan Prosedur Kab. Prosedur Akuntansi dan Prosedur Prosedur Akuntansi
Akuntansi dan A. Jaya dan Pelaporan 1 Dok 7.000.000 Akuntansi dan dan Pelaporan 1 Dok 6.990.100
Pelaporan Keuangan Keuangan Pelaporan Keuangan Keuangan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pembinaan Akuntansi, Menglkutl Pembinaan Akuntansi, Menglkutl
Pembinaan Pembinaan
Pelaporan dan Kab. Akuntansi 43 Pelaporan dan Akuntansi
Pertanggungjawaban A. Jaya g 5.337.398 Pertanggungjawaban ! 43 Orang 5.304.000
. Pelaporan dan Orang . Pelaporan dan
Pemerintah Pertanggungjawaba Pemerintah Pertanggungjawaba
Kabupaten/Kota n Pemerintah Kabupaten/Kota n Pemerintah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan

Keuangan Daerah
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No
Target Pagu indikatif Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja ¢ s Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target s
Capaian (Rp.000) Capaian (Rp.000)
Jumlah Laporan Jumlah
Analisis Perencanaan Kab. Hasil Analisis 179.807.842.40 Analisis Perencanaan Kab. laporan/disalurkann
dan Penyaluran A. Jaya Perencanaan dan 4 Lap 0 dan Penyaluran A. Jaya ya Bantuan 4 Lap 161.958.494.500
Bantuan Keuangan Penyaluran Bantuan Bantuan Keuangan Keuangan Khusus
Keuangan
Jumlah Laporan Terlaksananya
Kab. . Kab. .
Pengelolaan Dana Hasil Pengelolaan 1.500.000.000 Pengelolaan Dana belanja darurat dan 3.000.000.000
Darurat dan Mendesak A Jaya Dana Darurat dan 1tap Darurat dan Mendesak A Jaya mendesak 1tap
Mendesak
Belanja bagi hasil
pajak daerah dan
Jumlah Laporan retribusi daerah
Pengelolaan Dana Bagi Kab. Hasil Pengelolaan 889.194.535 Pengelolaan Dana Bagi Kab. kepada 783.956..971
- A. Jaya . . I - A. Jaya . 2 lap - 790
Hasil Kabupaten/Kota Dana bagi Hasil 2 lap Hasil Kabupaten/Kota pemerintahan desa
Kabupaten/Kota dari bagi hasil pajak
daerah dan
retribusi daerah
3 Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Jumlah Dokumen Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Implementasi dan Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Pemeliharaan SIPD Daerah Lingkup
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Implementasi dan Hasil Implementasi Implementasi dan Hasil Implementasi
Pemeliharaan Sistem Kab. dan Pemeliharaan Pemeliharaan Sistem dan Pemeliharaan
Informasi Pemerintah A. Jaya Sistem Informasi 1 Dok 72.000.000 Informasi Pemerintah Sistem Informasi 1 Dok 72.000.000

Daerah Bidang
Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Daerah

Daerah Bidang
Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Daerah
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Pagu indikatif Pagu indikatif Catt
. agu indikati . agu indikati
. Lokasi . S Target . Lokasi . - Target
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000)
PROGRAM Kab PROGRAM
PENGELOLAAN A T ’ PENGELOLAAN
BARANG MILIK -Jaya BARANG MILIK
DAERAH DAERAH
Kab.
Pengelolaan Barang A Pengelolaan Barang
Milik Daerah --aya Milik Daerah
Kab. Kab.
Penyusunan Standar Jumlah Standar 1 Dok 53.174.400 Penyusunan Standar Jumlah Standar 64.625.200
A. Jaya . R A. Jaya . 1 Dok 0£9.
Harga Harga yang Disusun Harga Harga yang Disusun
::rrz:::zunr;zr; Kab. Jumlah Rencana 1Lap ::r?:izunr;j; Kab. Jumlah Rencana
A.Jaya | Kebutuhan Barang 14.750.000 A.Jaya | Kebutuhan Barang 1lap 12.232.500
Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah
Milik Daerah Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan Kab. Jumlah Kebijakan 1L Penyusunan Kebijakan Kab. Jumlah Kebijakan
ap 17.749.200 12.970.600
Pengelolaan Barang A. Jaya Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang A.lJaya | Pengelolaan Barang 1lap
Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah
Kab Jumlah Laporan Kab Jumlah Laporan
Inventarisasi Baran ’ Hasil Inventarisasi 1la Inventarisasi Baran ) Hasil Inventarisasi
& | A laya P 339.998.400 & | Alaya 1Lap 23.078.100

Milik Daerah

(LHI) Barang Milik
Daerah

Milik Daerah

(LHI) Barang Milik
Daerah
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

e . Lokasi . . Target Pagu indikatif . Lokasi . N Target Pagu indikatif e
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000)
Pengamanan Barang Kab. Jumlah Laporan 444.499.400 Pengamanan Barang Kab. Jumlah Laporan 108.141.200

Milik Daerah A. Jaya Hasil Pengamanan 50 Lap : : Milik Daerah A. Jaya Hasil Pengamanan 50 Lap Sl
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Hasil Penilaian Hasil Penilaian
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
dan Hasil Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Penilaian Barang
Penilaian Barang Milik Kab. Milik Daerah 39.939.800 Penilaian Barang Milik Kab. Milik Daerah 39.927.800
Daerah A Jaya Jumlah Laporan 1tap T Daerah A Jaya Jumlah Laporan 1tap o
Hasil Penilaian Hasil Penilaian
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
dan Hasil Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Penilaian Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Pengawasan dan . Pengawasan dan .
Pengendalian Kab. Hasil Pengawas.an Pengendalian Kab. Hasil Pengawas.an
A. Jaya dan Pengendalian 40 Lap 29.749.000 A. Jaya dan Pengendalian 40 Lap 20.408.000

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Pengelolaan Barang
Milik Daerah
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt
Lokasi Target Pagu indikatif Lokasi Target Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000)
N Jumlah Dokumen N Jumlah Dokumen
Optimalisasi . S Optimalisasi . S
Hasil Optimalisasi Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Pengeunaan Penggunaan, Penggunaan
Pemanfaatan, Kab. Pemiifaatan’ Pemanfaatan, Kab. Pemanfaatanl
Pemindahtanganan A.Jaya - ’ 100 Dok 24.749.700 Pemindahtanganan, A. Jaya . ! 100 Dok 19.449.700
Pemindahtanganan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Pemusnahan, dan
Pemusnahan, dan Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Penghapusan Barang
Milik Daerah Penghapusan Milik Daerah Penghapusan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dalam Kab Hasil Rekonsiliasi Rekonsiliasi dalam Kab Hasil Rekonsiliasi
rangka Penyusunan A T ’ dalam rangka 3la 36.748.400 rangka Penyusunan A T ) dalam rangka 3la 9.748.400
Laporan Barang Milik --aya Penyusunan P Laporan Barang Milik --aya Penyusunan P
Daerah Laporan Barang Daerah Laporan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
4 PROGRAM
PROGRAM Kab.
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN A.Jaya PENDAPATAN
PENDAPATAN DAERAH DAERAH
. Kab. .
Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan
A. Jaya

pendapatan Daerah

pendapatan Daerah
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt
Lokasi Target Pagu indikatif Lokasi Target Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (Rp.000)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Analisa dan Hasil Analis Pajak Analisa dan Hasil Analis Pajak
Pengembangan Pajak Kab. Daerah serta 1 Dok Pengembangan Pajak Kab. Daerah serta
Daerah, serta A. Jaya Pengembangan 45.000.000 Daerah, serta A. Jaya Pengembangan 1 Dok 34.999.700
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan
Pajak Daerah. Kebijakan Pajak Pajak Daerah. Kebijakan Pajak
Daerah Daerah
Kab. Jumlah Laporan Jumlah Laporan
A. Jaya Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelaksanaan
Penyuluhan dan Penyuluhan dan 2la Penyebarluasan Penyuluhan dan
Penyebarluasan Y P 20.000.000 A . Y 2 Lap 20.006.300
Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan Kebijakan Pajak Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak
Daerah Daerah
Kab. Jumlah Sarana dan . Jumlah Sarana dan
. Penyediaan Sarana
Penyediaan Sarana dan A.Jaya Prasarana 2 Unit dan Prasarana Prasarana
Prasarana Pengelolaan Pengelolaan Pajak 15.000.000 . Pengelolaan Pajak 2 Unit 21.250.000
. Pengelolaan Pajak
Pajak Daerah Daerah yang Daerah Daerah yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Pendataan dan Kab. :::L:Eg:?tza;z Jla Pendataan dan Kab. :aa:lllaepﬁ;:?t?rzr;
Pendaftaran Objek A. Jaya . ) P 50.000.000 Pendaftaran Objek A. Jaya . ) 2 Lap 35.000.000
Paiak Daerah Objek Pajak Daerah, Paiak Daerah Objek Pajak Daerah,
| Subjek Pajak dan I Subjek Pajak dan
Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, JurT'nIah Laporan Pengolahan, Jumlah Laporan
Pemeliharaan. dan Kab. Hasil Pengolahan, 2 Lap Pemeliharaan. dan Kab. Hasil Pengolahan,
J A. Jaya Pemeliharaan, dan 34.983.500 ! A. Jaya Pemeliharaan, dan 2 Lap 37.989.200
Pelaporan Basis Data

Pajak Daerah

Pelaporan Basis
Data Pajak Daerah

Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

Pelaporan Basis
Data Pajak Daerah
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Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catt
Target Pagu indikatif Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Ca agian s Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target )
g g ) P (Rp.000) & & ) Capaian (Rp.000)
Penilaian Pajak Bumi Penilaian Pajak Bumi
dan Bangunan dan Bangunan
Perdesaan dan Kab. Jumlah Objek Pajak 362 OP Perdesaan dan Kab. Jumlah Objek Pajak
Perkotaan (PBBP2) A. Jaya yang Disesuaikan 140.000.000 Perkotaan (PBBP2) A. Jaya yang Disesuaikan 362 OP 102.539.800
serta Bea Perolehan NJOPnya serta Bea Perolehan NJOPnya
Hak atas Tanah dan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Bangunan (BPHTB)
" . Kab. Jumlah Dokumen " . Kab. Jumlah Dokumen
1 Dok
Penetapan Wajib Pajak A Jaya Ketetapan Pajak o 30.000.000 Penetapan Wajib Pajak A Jaya Ketetapan Pajak 1 Dok 38.267.700
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Kab Jumlah Dokumen Kab Jumlah Dokumen
Penagihan Pajak ’ Hasil Pelaksanaan 2 Dok Penagihan Pajak ) Hasil Pelaksanaan
g j A Jaya 51.000.000 § ! A. Jaya 2 Dok 20.002.800

Daerah

Penagihan Pajak
Daerah

Daerah

Penagihan Pajak
Daerah
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Dari tabel diatas disimpulkan bahwa pembandingkan antara
program/kegiatan, lokasi indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 telah sesuai dan dapat mengakomodir
program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKK
Aceh Jaya tahun 2023 dalam program pembangunan Aceh Jaya sesuai dengan
tugas dan fungsi. Adapun besaran pagu yang berubah dari rancangan awal
dikarenakan ada jenis-jenis belanja yang harus disesuaikan seperti
honorarium dalam sub kegiatan dan belanja yang berdampak dengan aturan

outsourcing.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Jaya juga menampung usulan dari pemangku kepentingan yaitu Pokok-Pokok
Pikiran Anggota DPRK yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan
kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBK.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
BPKK Aceh Jaya
No Program/ Lokasi Indikator Besaran/ Catatan
Kegiatan Kinerja Volume
1 2 3 4 5 6
1 Analisis Perencanaan
dan Penyaluran
Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan Kab. Aceh Jml 47 Gampong
khusus kepada Jaya, Gampong
pemerintah desa Sebagian
Kecamatan
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH JAYA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Merencanakan suatu pembangunan harus terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional. Hal
ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, pengoptimalan
partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Pemerintah mempunyai tujuh agenda prioritas yaitu:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan
pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Dari tujuh sasaran pokok pembangunan nasional, yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah sasaran
ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan
publik. Upaya yang dilakukan untuk transformasi pelayanan publik adalah
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan

layanan atau e-services, serta penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja
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pelayanan serta penguatan ekosistem inovasi pelayanan publik dan
penguatan pelayanan terpadu atau terintegrasi .

Program Prioritas Pembangunan Provinsi yang selaras dengan Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-
2026.

Adapun Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang
RPJP Aceh Jaya tahun 2005-2025, dimana saat ini memasuki Tahapan
Pembangunan Ke-4 (2020-2025), yang merupakan rangkaian akhir tahapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Jaya yang diharapkan pada akhir
periode ini akan terwujud Kabupaten Aceh Jaya yang maju dengan
masyarakat yang sejahtera, berkualitas dan bertagwa dalam tatanan
pemerintah yang baik. Adapun prioritas pembangunan RPJM Aceh yang
searah dengan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah peningkatan kualitas SDM dalam
upaya optimalisasi penguasaan dan pengembangan teknologi tepat guna,
teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, arah kebijakan umum pembangunan Aceh Jaya
tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah dengan memperhatikan
hasil capaian kinerja pada pelaksanaan pembangunan daerah periode
sebelumnya, juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional dan
Aceh serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional dan Aceh,
maka dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan regulasi
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor,
wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan

berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan strategis
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10.

11.

dan cepat tumbuh sebagai upaya untuk memantapkan kesiapan dalam
implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);

Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan
MEA melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan
kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk
UMKM dan IKM, membangun strategi untuk lebih meningkatkan investasi
dengan menyederhanakan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu,
hubungan industrial dan promosi;

Perwujudan program dan kegiatan sesuai kewenangan melalui strategi
pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment
dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat;

Optimalisasi pendayagunaan potensi kewilayahan dengan
mengedepankan optimalisasi tata kelola produk unggulan masing-masing
kecamatan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah;

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan
kesehatan rohani dan jasmani, kualitas sanitasi lingkungan pemukiman
dan sarana umum lainnya;

Mewujudkan kemandirian gampong melalui peningkatan kualitas tata
kelola pemerintahan gampong dan pengembangan ekonomi pedesaan;
Meningkatkan pembangunan gampong melalui sinergitas perencanaan
pembangunan gampong dan kabupaten;

Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang tangguh, terintegrasi
dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

Mengimplementasikan pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimum
(SPM) pada urusan kewenangan wajib yang telah ditetapkan oleh
kementerian sesuai dengan kewenangan kabupaten;

Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah melalui percepatan

reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kinerja SKPK dengan penerapan
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3.2

Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang
pekerjaan dan peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif dan
efisien yang berprinsip pada anggaran yang berbasis kinerja;

12. Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan daerah;

13. Memberikan kesempatan pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan, daya saing, dan penyediaan sarana dan
prasarana sekolah yang mendukung peningkatan mutu;

14. Penguatan nilai-nilai keagamaan untuk mendukung pelaksanaan syariat
Islam dan keistimewaan Aceh;

15. Pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga melalui upaya
peningkatan peran pemuda, meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam
pembangunan serta mencegah penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

16. Meningkatkan kompetensi dan kesempatan kerja serta pengembangan

kawasan transmigrasi.

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Dalam penetapan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan yang
diamanatkan dalam RPK Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yaitu Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien, serta Peningkatan Kualitas dan
Profesionalisme ASN yang Berdaya saing. Tujuan adalah sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan
didasarkan pada visi dan misi dengan memperhatikan dinamika kebutuhan
masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat
menunjukkan suatu kondisi ril dan logis yang ingin dicapai dimasa datang
sesuai tujuan yang ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, program dan
kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi

suatu organisasi.
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Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang
ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan
tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa
yang akan datang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan
lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah
ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berkesinambungan
sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalan Renstra. Untuk
mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan
kesesuaian terhadap kelanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi
pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan
ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses
perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus
lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Beberapa tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai BPKK Aceh Jaya yaitu:

1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

3. Menyediakan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian,
evaluasi, pelaporan pembangunan daerah dan pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kegiatan keuangan SKPK.

4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.

5. Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran.

6. Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian
perkantoran.
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3.3

Program dan Kegiatan

Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya
yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten merupakan langkah-langkah yang diambil
untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya,
sebagaimana yang diuraikan dalam Renstra terdiri dari 4 (empat) program, 14
(empat belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan usulan
anggaran sebesar Rp. 177.856.021.765,-. Rincian program dan kegiatan adalah
sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 10.723.528.480,-.
Kegiatannya vyaitu:
1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
terdiri dari 2 sub kegiatan:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2

3

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6

. Fasilitasi Kunjungan Tamu
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b)

5)

6)

7)

7. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pengadaan Mebel

3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari 2 sub

kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 166.519.595.985,-.

Kegiatannya vyaitu:

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 10

sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

2
3
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

6

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
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7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran
10. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari 4
sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan vyang
Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Daerah
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4)

5)

4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan kegiatan:

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Bidang Keuangan Daerah

c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 310.581.500,-, yaitu

kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 9 sub kegiatan:

1.

® N o v A W N

9.

Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi  Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

d)  Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 302.315.800,-, yaitu

kegiatannya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, terdiri dari 6 sub

kegiatan:
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1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah.

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

o v M W N

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
8. Penagihan Pajak Daerah
Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun
2023 dan prakiraan maju tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Aceh Jaya seperti yang tercantum pada tabel 3.1.
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Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Urasan/ Bldang | | i one programy | 10O Rnstiesal Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakdranr: M‘i‘;u“‘""'"' Tabun
Urusan/ Program/ Alehir Capalan Target Kelompolk Perangkat Dierah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Kegiatan Periade Tahun 2021 | RKPD Tahun | Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Keglatan eg RPIMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana PR Target Pagu Indikatif
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
[1F] KEUANGAN 177,856,021,765 183,980,366,197
PROGRAM
PENUNJANG
0z |01 URNAAM Nilai SAKIP 701 Nilai 0 Nilai 65.6 Nilai 10,723,528,480 65.6 Nilai 10,516,161,922
| PEMERINTAHAN ' ’ J ’ : s
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jurnlah Cokumen
Penganggaran, dan Perencanaan dan
J 12 Dokumi o 75,500 3 Doku 10,220,400
0z o1 j2m Evaluasi Kinerjo Bokiimian Kinea okumidn Dokumen 3 Dakumer) 9.8 okumeg
Perangkat Daerah Perangkat Dasrah
Jurnlah Dokumen M st
Perencanaan Perangkat Kab, Aceh SINPERUD 4
Penyusunan Dokumen % Stabilitas Mewujudkan
Daerah 0 Dakumery = 0 Doku
02 |01 |201|01 |Perencanaan P qk 22 i 4,927,200 I8, Krueng: | SansTiangfir Uk, |Polhukhankam Reformasi BPKK meg S50 BADAN PENGELOLAAN
Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen Sabiee, Dana Alokast Umnum Dan Transformasi | Birokrasi e | KEUANGAN KASIPATEN
Perencanaan Perangkat Keutapang Pelayanan Publik
Daerah
Kab. Aceh E.o!e:‘r:p‘:erieuat i i
o2 lo taoilor Evaluasi Kinerja JEun:lah 'L:.pm?n 11 ARG Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- Polhukhank Rek E i 1ta £ 110200 BADAN PENGELOLAAN
: Perangkat Daerah VORHSI LS o M8,300/ cobee, Dana Alokasi Umum Rl [l f2en 10200 e ANGAN KABJIPATEN
Parangkat Daerah Ve Dan Transformasi |Birakrasi
i Pelayanan Publik
Admini Jumlah ASM yang
0z |0 202 Keuangan Peranghkat | Menerima Gaji dan 72 orang 0 arang 72 arang 9,051,171,886 72 arang 8,473,052,313
Daerah Tunjangan
Jumlah Orang yan Ml fcal; ;ﬂt:glil::r:u“
s ui F g
Penyediaan Gaji dan ; Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- BADAN PENGELOLAAN
i ? : ¥ 442,452,
02 | j20z(m Turjangan ASN Mm:cnma Gaji dan 0 Orang/bylan 9,021,558486 Sebie, Dana Alokasi Umum Polhukhankam ) ASN BPKK 0 Orang/bglan 8,442,452313 KEUANGAN KABJPATEN
Tunjangan ASN Kactap Dan Transformasi
i Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Keuangdn
L linasi dan Bul / Triwul, / Kab. Aceh Memperkuat
Penyusunan Laporan | Semesteran SKPD dan Laporan 7 Stabilitas Mewujudkan
2 Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- BADAN PENGELOLAAN
¥ Bul P Koordinasi Per ! :
02 |01 |202|07 g ey Lpporan 1 Laparan 29613400 Sabee, Dara Alokasi Umom Polhukhankam ) R.e!'nrma.su ASN BPKK 1 Laporan 30,600,000 KEUANGAN KABUBATEN
Triwulanan/ Keuangan Kelitopa Dan Transformasi |Birakrasi
SKPD Bulanan/Triwulanan/Sempsteran pang | Pelayanan Publik
SKPD
Administrasi Jumlah ASN yang
0z jo1 205 Kepegawaian ditingkatian 14 Orang 0 Orang 3 Orang 20,000,000 3 Orang 56,449,860
F lkat Daerah K inya
Pengadaan Pakaian | Jumlah Paket Pakaian eticenls ?‘E'n?emu“ Mewujudkan
= £ v Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- L BADAN PENGELOLAAN
0z |0 |2.05(02 DII:IHF l?esan.a Atribut | Dinas beserta Atribut 1 Paket o Sahes, Dana Alokasi Umum Polhukhankam ) RFl'mma_m ASN BPKK 1 Paket 36,049,860 KELANGAN KABIPATEN
pannya Kelengkap PR aaD Dan Transformasi |Birakrasi
R Pelayanan Publik
as Tokris Jumlah 0|.'ang yang Rib Ak Merl‘\feri:uat
implementasi Mengikut! Bimbingan Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- : BADAN PENGELCLAAN
02 |ov 205|111 Paraturan Perundarig Teknis Implemantas; 3 Orang 20,000,000 Sabee, Diicia Alokasi Ui Polhukhankam ) Refmmalsl ASN BPKK 3 Orang 20,400,000 KEUANGAN KABUPATEN
Undangan Peraturan Perundang- Kelitapaiid Dan Transformasi | Birokrasi
Undangan Pelayanan Publik
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R gan Akhir R Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
. Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Keranghka Pendanaan 2024
Kode Urusan/ Program/ Keglatan/ Sub Alehir Capalan RKPD Capaian Target Kelomp P kat Duerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode Tahun 2021 RKPD Tahun Target - Prioritas Sasaran Pananggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Dana Fidoai R Target Pagu Indikatif
Persentase Penyediaan
- Administrasi Umum | Kebutuhan Penunjang
0z |01 1206 100 0 100 604,669,640 100 641,614,656
Peranglkat Daerah Urusan Pemerintah parsan Ll RN PREST)
Daerah
Fanyeciaan Komponen ::T-:;Z:::T:-snamsi Kab:Acgh :dt:;:ri‘lip:a:(uat Mewujudkan
Instalasi vl e Jaya, Krueng | Dana Transfer Unmum- : BADAN PENGELOLAAN
0z | |2.06]01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 4,984,800 Sabee, Diara: Alakagt Lo Polhukhankam  |Relormasi BPKK 1 Paket 5,084,747 KEUANGAN KABUPATEN
Bangunan Kantar Bangunan Kantor yang Keutapang Dan Transformasi | Birokrasi
Disediakan Pelayanan Publik
Memperkuat
) Kab, Aceh :
Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan Mewujudk
b Krue Dana Transfer Umum- 2 BADAN PENGELOLAAN
02 {01 |206]02 |dan Perlengkapan dan Perlengkapan 4 Paket 223,550,000| (& Rrueng | Jana Transter Umum- o khankam  |Reformasi BPKK 4 Paket 252,827,188
L Sabee, Dana Alokasi Umum ] 1 : KEUANGAN KABIPATEN
Kantor Kantar yang Disediakan Keutaban Dan Transformasi | Birokrasi
pang Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Aceh
Jumlah Paket Bahan Stabilitas Mewujudian
Penyediaan Bahan 1308 Jaya, Krueng | Dana Transfer Urmum- = BADAN PENGFLOLAAN
2 |t 3} i ¥ 3 ] 355,
02 [ |206|04 Logistik Kantor L?glshk Kantor yang 5 Paket 64,075,200 Sabes, Dana Alokasi Umum Palhukhankam ) R.efmmn.su BPKK 5 Paket 65,355,119 KEUANGAN KABUPATEN
Disediakan Kakianas Dan Transformasi | Birokrasi
pang Pelayanan Publik
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Kab. Aceh Men:\PerImnt e
Cetakan dan laya, Krueng | Dana Transfer Umum- ;i BADAN PENGELOLAAN
02 |01 [2.06]|05 1 d 4 Paki 2 ikl KK 4 Paki 41,611,
Cetalan dan Penggandaan yang e 40796.000) b, Dana Alokasi Umum |0 IPUkhankam | Reformasi o Peket STV 538 KEUANGAN KABJPATEN
Penggandaan Disediakan Eiitanan Dan Transformasi | Birokrasi
i) Pelayanan Publik
Penyediaan Bahan t:;?l:::::::n Jeal, Aol sty Mewujudk
laya, Krueng | Dana Transfer Umum Al BADAN PENGELOLAAN
02 |01 |206]|06 [Bacaan dan Peraturan | Peraturan Perundang- 1 Dakumer 1,080,000 Sabss: Dana Alokasi Umum Polhukhankam . R.efolrma.s‘ BPKK 1 Dokumafh 1,146,105 KEUAMGAN KABURATEN
Perundang -undangan | Undangan yang Keutspari Dan
Disediakan pang Pelayanan Publik
Jumilah Laparan Kab: Aoeh Ee'“""‘mrkual Mewujud
Fasilitasi Kunjungan = : Jaya, Krueng | Dama Transfer Umum- |~ EE ' BADAN PENGELOLAAN
02 |01 |206|08 T Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 23,770,000 Sabae, Dana Alokasi Umum F |Re . BPKK 1 Laporan 24,247,746 KEUANGAN KABUPATEN
Tamu Gl sy Dan Transformasi |Birokrasi
Pl Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Jumiah Laporan Kab. Aceh ME:‘IIII;-!BI*I.IH( e
e Penyelenggaraan Rapat Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- | e ' BADAN PENGLLOLAAN
02 |01 j2.06|09 |Rapat Ko:?rdmam dan Koordinesl dan 1 Laporan 246,413,640 Sabee, Dana Alokasi Umum o L " BPKK 1 Laporan 251,341,913 KEUANGAN KABUPATEN
Kansultasi SKPD Konsultasi SKPD Keutipa Dan Transformasi | Birokrasi
) ARG Pelayanan Publik
Pengadaan Barang Jumilah Pengadaan
Milik Daerah Barang Penunjang . . % .
0 07
2101 |2 Pasiinjang Urilzai Uriisan Paisrinteh 24 Unit 0 Unit 8 Unit 262,806,650 8 Unit 268,173,504
Pemerintah Daerah | Daerah
Jumiah Uit Kendaraan Kab. Aceh Memperkuat )
Pengadaan Kendaraan | i, perasional atau Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- [ >12D1 Me il BADAN PENGELOLAAN
02 {01 [207]02 |Dinas Operasional atau P 3 Unit 125,000000| ¥ " : Palhut ASN BPKK 3 Unit
Lapangan yang Sabee, Dana Alokasi Umum = o A KEUANGAN KABUPATEN
[Lapangan B Dan Transfarmasi |Birokrasi
Disediakan Keutapang .
Pelayanan Publik
Kab. Aceh Menl!:erltuat i
Jumiah Paket Mebel ; laya, Krueng | Dana Transfer Umum- 5 . BADAN PENGELOLAAN
02 |01 |207|05 |Pengadaan Mebel yang Disadiakan 4 Unit 37,806,650 Sabies any Alosad rim Palhukhankam Reformalsu ASN BPKK 4 Unit 68,000,000 KEUANGAN KABUPATEN
Kuts gt Dan Transformasi | Birokrasi
pang |Pelayanan Publik
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Rancangan Alkhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Urusan/ Bidang nd Target Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangla Pendanaan Briirsan; Wapa Rancisive- Qlbin
Indikator Pragram/ Realisasi s ) 2024 = £ .
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target F gkat Daerah
Kegiatan/ Sub Keglatan Periode Tahun 2021 RKPD Tahun Target ; Sumber Dan Prioritas Sasaran —— Penanggung Jawab
Kegiatan RPIMD 2022 2023 Pagu Indilatif Lokas a ARSI Seaah Target Pagu Indikat
{ Memperkuat
Jumlah Unit Gedung Kab. Aceh
Pengadaan Gedung Stabilitas Mewujudkan
Kantor atau Bangunan ; Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- ; BADAN PENGELOLAAN
.07 |09 B, i
0z jm (207 Kaln!.ul‘ atau Bangunan Lidsiross i 1 Unit 100,000,000 Sabee, Dana Alokasi Urmum Palhukhankam . R.Iefnrma"sl ASN BPKK T Unit 200,173,504 KEUANGAN KABLPATEN
Lainnya Disediakan Keutapang Dan Transformasi | Birokrasi
Pelayanan Publik
Penyediaan Jasa P Penyedi
02 |01 (208 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan | 100 persen| 0 persen 100 perseny 196,347,364, 100 perser) 480,282,544
P intahan Daerah | P intahan Daerah
M. rkuat
fiaan Jasa J“""ah”"“pc::’; Kab. Aot 5?::::‘:5 * Mewujudkan
S Misidis % 1 sfer L - i BADAN PENGELOLAAN
02 {01 |208[02 [Komunikasi, Sumber Sumber 1 Laporan 179,094,364| 122 Krveng | Dana Transfec Umum- |, Wy o [Reformasi BPKK 1 Laporan 340,233,008
FE ¥ s Sabee, Dana Alokasi Umum o s d KEUANGAN KABLUPATEN
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Kouts Dan Transformasi | Birokrasi
yang Disediakan pang Pelayanan Publik
Penyediaan Jasa LI LAp Y Haliz Al ::::II:;TM Mewujudkan
Penyediaan Jasa Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum ; : BADAN PENGELOLAAN
02 1071 (208{04 |Pelayanan Umum Pelayanan Umum 1 Laporan 17,253,000 Sabee, DanacAladd Uinu Palhukhankam - Refarma‘s- BPKK 1 Laporan 140,049,536 KEUANGAN KABUPATEN
Kantar Kantor yang Disediakan {adibanan Dan Transformasi | Birokrasi
pare Pelayanan Publik
Pemeliharaan Barang | Jumlah Pemeliharaan
Milik Daerah Barang Penunjang 4 i i
i} z 0 Unit 33 Unit 4
201|209 Puiiingans Lviiain i Raracina 148 Unit ni n 578,657,440 33 Unit 586,368,645
Pemerintahan Daerah | Daerah
Penymlzliaan Jas‘a. Jumiah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya % Memperkuat
Pemeliharaan, dan FRICTRIONR Shies Mo Kab. Aceh Stabilitas Mewujudkan
p y Kendaraan Dinas . Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- = Barang Milik . BADAN PENGELOLAAN
02 |01 |209(01 |Pajak Kendaraan jabatan yang 2 Unit 124,599,000 Sabee, Dania Alokast Urium Palhukhankam R'el'ormalsu Diarah 2 Unit 127,094,224 KEUANGAN KABLIPATEN
Perarangan Dinas atau | . . Dan Transformasi | Birokrasi
< Dipelihara dan Keutapang A
Kendaraan Dinas 4 - Pelayanan Publik
dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyedias Jasa‘ Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya " % Memperkuat
Pemeliharaan, Pajak Ditks Opetssionel atay Kab, dcen Stabilitas Mewujudkan
e Lapangan yang ) Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- 2 Barang Milik . BADAN PENGELOLAAN
02 |01 |2.09|02 |dan Perizinan Dipailsara dan 5 Unit 192,396,600 Sabee, Dt Alokissi Umom Polhukhankam : R_e!urma.su Daarih 5 Unit 192,405,660 KELANGAN KABUPATEN
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Keutapa Dan Transformasi | Birokrasi
Operasional atau Perizi pang Pelayanan Publik
Lapangan %
Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang Kab. Aceh -;::::?:rkual Mewuiudk
pemelih ; Oinaiih 0 Unit . ilitas ewujudkan i 0 Unit
0z f209fpg | ATEIEEE § 42,570,000 ;’:‘ Krueng g’”" :’I‘E'_'Lf’“”'“ Polhukhankam  |Refarmasi :’“"a s ) 43,395,084 ::E:SGT:iiﬁm?N
i Jum!ah P‘aalatan dan 25 Unit B, ana Alokasi Umum Dan Transformasi | Birakrasi aefal 25 Unit
M_F"'r_' Lainnya yang Kautapang Pelayanan Publik
Dipelihara
Pemeliharaan/Rahabilit Jumlah Gedung Kantar Kab. Aceh r!elrr:;_)erkuat T
? dan Bangunan Lainnya . Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- i Barang Milik : BADAN PENGELOLAAN
2 | Ge 7
02 {1 |209(09 |asi Gedung l(lanMr dan yang 1 Unit 219,091,840 Sabee, Dana Alokasi Umum Polhukhankam ) Rffnrma.sl Daerah 1 Unit 223473677 KEUANGAN KABLBATEN
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Keutanin Dan Transformasi |Birokrasi
L apand Pelayanan Publik
PROGRAM Opini BPK terhadap
0z |02 PENGELOLAAN Laporan Keuangan Opind Opini WTP Opini 166,519,595,985 WTP Opini 172,706,669,511
KEUANGAMN DAERAH | Daerah
—— Jumlah Dokumen
0z (02 |20 Penyusunan Rencana Fenvusunan-Anaaaran 752 Dokumen 0 Dokumen 188 Dokunjen 1,537,464,750 188 Dokunhen 1,568,214,636
Anggaran Daerah i 9
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Rancangan Alkhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Urusan/ Bidang | | ator programy | ™% | Realisasi P Shin Capalan Kineijn den Korangle Pendanaan preldreen mi:u e
Kode Urusan/ Program/ Keglatan/ Sub Alchir Capalan RKPD Capaian Target lompaol Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub : itin Periode Tahun 2021 RKPD Tahun | Target i Prioritas Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan eg! RPIMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Dana T Badrah Target Pagu Indikati
Memperkuat
Kab. Aceh
Keordinasi dan Stabili Mewujucdkan
Jumiah Dokumen KUA Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- u BADAN PENGELOLAAN
5 |02 j02 1201|071 |Penyusunan KUA dan dan PPAS yang Disusun 2 Dokumer} #5,339,100 Sabee, Dana Alakasi Umum Polhukhankam ) Rflnrma‘ﬂ Seluruh SKPK | 2 Dokumeg 88,786,800 KEUANGAN KABUPATEN
PPAS Kaiitisan Dan Transformasi | Birokrasi
pang Pelayanan Publik
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kab. Aceh ;:::;lli’::un jutkan
Penyusunan Perubahan| Perubahan KUA dan laya, Krueng | Dana Transfer Umum- ¢ BADAN PENGELOLAAN
5 |02 |02 20102 KUA dan Perubshar Perubahan PPAS yang 2 Dokumeny 85,347,900 Sabee, Dana Alokasi Umum Polhukhankam ) a,:l'orma_sn Seluruh SKPK 2 Dokumey BB, 795,955 KEUANGAN KABLPATEN
PPAS Disusun Keutspang Dan Transformasi | Birokrasi
o il Pelayanan Publilc
Koordinasi, Keb. Aceh :::;:Iﬁ?uat Mewujudkan
g lah RKA-SKPD K (¥ Transfi - BADAN PENGELOLAAN
5 |oz2 [0z |201]03 |Penyusunan dan Alminbr K yang 44 Dokumdn 48,840,800 22 Krueng | Dana Transfer Umum- o\ oo |Reformasi Seluruh SKPK | 44 Dokumgn 50,813,968 o0
i Diverifikasi Sabee, Dana Alokasi Umum . KEUANGAN KABLIPATEN
Verifikasi RKA-SKPD Keataps Dan Transformasi | Birokrasi
pang Pelayanan Publik
i Memperiuat
dinasi Kal
::):u;:‘:\aln dan glohk Palubahan Jayha.':cr::ng Dana Transfer Umum- Stabifitay Mewjudial; BADAN PENGELOLAAN
5 |02 |02 j201)04 \erifikasi Perubahan Ri.m-.SKPD_yang 44 Dokumdn 42,618,100 Sabioe Dana Alokasi Umum Palhukhankam ) R.Ie!ormalm Seluruh SKPK | 44 Dokumen 44,339,871 KEUANGAN KABUPATEN
RKA-SKPD Diverifikasi Keutapa Dan Transformasi | Birokrasi
Pang Pelayanan Publik
Koordinasi, Kab:Aceh ::::i‘lli?;"sh-"t Mewujudkan
; Jumlah DPA- SKPD Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- = BADAN PENGELOLAAN
5 |02 (02 |201(05 Perl_yusupan dan yang Diverifikasi 44 Dokumgn 49,839,100 Sabee, Gana Alakisi Ut Palhukhankam _ R:_el‘orma.!u Seluruh SKPE | 44 Dokumgn 50,835,921 KEUANGAN KABUPATEN
Verifikasi DPA-SKPD Keutepan Dan Transformasi |Birokrasi
jiasde Pelayanan Publik
Bocediros} Jumlah Perubahan Kab;dceh r‘_"‘el""_‘fﬁfk”al Mewujudkan
Penyusunan dan Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- = | BADAN PENGELOLAAN
5 |02 |02 |201|06 Verifikasi Perubahan D_PA-SKPD yang 44 Dokumndgn 40,921,000 Sabes, Dana Alokas Gmum Palhukhankam ) R‘GIOI'MBISI Seluruh SKPK 44 Dokumgn 41,739,600 KEUANGAN KABUPATEN
DPA-SKED Diverifikasi Keutapa Dan Transformasi | Birokrasi
pang Pelayanan Publik
Koordinasi dan Riivlah Pargtutan Memperkuat
Femufian Feturian Daerah tentang AFBD i Stabilitas Mewujudkan
5 |o2 oz |201|07 :ner:ehrl:n:a:i:\l’al[) dan Peraturan Kepala 2 Dokumery 215,540,800 JS?LA Krueng gn:a :‘Tr!‘_rlj::'m: Polhukhankam  |Reformasi Seluruh SKPK 2 Dokumeg 198,791,055 ::l?:ﬁsﬁliiﬁ;?:h‘
D:: h:euta P2 | Daerah tentang Keu::;':ang ana Alokast Umu Dan Transformasi | Birokrasi
rah tentang :
11 fi
Penjabaran APBD Penjabaran APBD Pelayanan Publilk
Jurnlah Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Koordinasi dan Peraturan Kepala
Penyusunan Peraturan | Daerah tentang
¢ Memperk
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Kab, Aceh St:h“‘i’teas Ak Judkan
APBD 0 Dokurmerd 2 0 Dok
s oz lo2 1201loa :m::nhanKAFBll: dan 1 241,556,600 !;3;:.. Krueng gar\a ;rla:st?rL:!mum Polhukhant % g Selunih SKPK okumeq 225,850,974 lﬁ(.:ﬁ::;::i:ﬁm:”
3 'ﬂr:':“;m:ﬂﬂ Jumiah Peraturan 2 Dokumery K: :!. ana Alokasi Umum Dan Transformasi |Rirokrasi 2 Dokumey
ae: ng Daerah tentang AP Pelayanan Publik
Penjabaran Perubahan | perubahan APBD dan
APBD Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
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Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Urusan/ Bidang indikator Pragram/ Target Realisas| Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan w;::lm4 na Tahun
Kod Urusan/ Program/ Keglatan/ Sub Alehir Capaian RKPD Capaian Target Kel ! P Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan Pariode T:I:nn 2021 RKPD Tahun | Target Prioritas Sasaran bt Penanggung lawab
Kegiatan RPIMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana = Sasrah Target Pagu Indilat!
Jumlah Dekumen
Regulasi serta
: : M rluat
Koordinasi dan Kebijakan Bidang Kab. Aceh ik "
P lasi | Anggaran 0 Dokumerp laya, Krue Dana Transfer Umum Suabiiitas Maundudeay 0 Dokumeg BADAN PENGELOLAAN
02 [0z |201[py |Peryusunan Regulasi 95,141,500| Y Krueng | ba ! * |Polhukhankam  |Reformasi Seluruh SKPK ! 98985217
serta Kebijakan Bidang | jumlah Dokumen 1 Dokumeny Sabee, Dana Alakasi Umum + Fis i 1 Dokumeg KEUANGAN KABJPATEN
7 K Dan Transformasi | Birokrasi
Anggaran a'eg"_'l‘“' ser.u: eutapang Pelayanan Publik
Kebijakan Bidang
Anggaran
: Jumiah Dokumen Hasil Kab. Aceh | st _
Koardinasi Koordines] laya, Krueng | Dana Transfer Umnum- S ‘ BADAN PENGELOLAAN
02 j02 |201(10 [Perencanaan Anggaran Parencanaan Anggaran 1 Dokumer ] Sabee, Dana Alokasi Umum Polhukhankam ) R«_eforman Seluruh SKPK | 1 Dokumeg 5,000,000 KEUANGAN KABJPATEN
Pendapatan Fabdnbatiny Keutapa Dan Transformasi | Birokrasi
» i Pelayanan Publik
Rl Jumlah Dokumen Hasil Kab. Aceh 'ME‘I:T_IIF_!ElkI-IOl o
Koordinasi Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- e BADAN PENGELOLAAN
1 2 lhukhanki luruh SKPK 1D |
02 102 j2min Pem”_ﬁ‘“““ Anggaran Perencanaan Anggaran Ciokis] o Sabee, Dana Alokasi Umum i o] i R’.eforma.s‘ Sely ohinie 000,000 KEUAMNGAN KABJPATEN
Belanja Daerah Belania Dasrah Rt Dan Transformasi | Birokrasi
¢ pang | Pelayanan Publik
Koordinasi Jurvish Dokumen Hasl Bat, el :::::I?l?:uﬂ Mewujurdkan
Koordinasi laya, Krueng | Dana Transfer Umum- _ BADAN PENGELOLAAN
02 |02 j201)12 Perennltanaan Anggaran Pecericansan Angaran 1 Dokumer 0 Sabse, Daiva Alokiss Umiins Polhukhankam ) Ra_eforrm!n Sefuruh SKPK | 1 Dokumed 5,000,000 KEUANGAN KABJPATEN
Pembiayaan Pesribliginan Keutepa Dan Transformasi | Birokrasi
¥ Pl Pelayanan Publik
Pembinaan Jumlah Orang yang Memperkuat
Perencanaa Mengikuti Pembinaan e Stabilitas Mewujudkan
e n KUt Il
Jaya, Krueng | Dana Transfer Urnum- 3 BADAN PENGELCLAAN
02 {D2 |201[13 Pengalf\ggaran Daerah Pengathggalan Daerah 33 Orang 632,317,850 Sabee, Dana Alokast Umum Palhukhankam ' Rf:formalsu Seluruh SKPK 33 Orang 664,266,275 KELANGAN KABJPATEN
Pemerintah Pemerintah Keuta Dan Transformasi | Birokrasi
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota perd Pelayanan Publik
Koordinasi dan Jum]al:r Dqkumen
slolaan Koordinasi dan
02 |02 |2.02 g Pengelalaan 49448 Dokpimen 0 Dokumen 12362 Dakhmen 272,401,400 12362 Doklimen 324,199,938
Perbendaharaan
Perbendaharaan
Daerah
Daerah
Vi i Jurnlah Dokumen Hasil Kab. Aceh :::l':i‘;::"“ —
rdinasi dan e
Koordinasi dan laya, Krueng | Dana Transfer Umum- i BADAN PENGELCLAAN
02 |02 |202{01 |Pengelolaan Kas Pengelolaan Kos 11620 Dokpmen 137,930,300 Sabee, Gana Alokast Ui Polhukhankam . ﬁ.?forma‘su Seluruh SKPK 11620 Doklimen 146,035,338 KEUANGAN KABJPATEN
Daerah Daerah Keuta Dan Transformasi | Birokrasi
ARAng Pelayanan Publik
i s M rkuat
::E:::::én Jumiah Dokumen Hasil Kab, Aceh S:t:lizs e Mewujudian
% Pengendalian dan Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- : o BADAN PENGELOLAAN
5 i 7. | L9598, 7 :
02 {02 202|023 |Pengendalian dan Benerbitan Anggaian 728 Dokurjen 24,991,700 Sihge Dana Alokasi Umum Polhukhankam R_elurma_m Seluruh SKPK 28 Dokunen 28,998,700 KEUANGAN KABJPATEN
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Witk Dan Transformasi |Birokrasi
Kas dan SPD 2 P Pelayanan Publik
Koordinasi, Fasiitagi, | 2uMiah Dakumen Hasil
. : .. | Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, : ek et Memperiuat
Supervisi. Monitoring Asistensi, Sinkronisasi, Kab. Aceh Pkl s
: i it Java ¥ Tanctar Ul ) BADAN PENGELOLAAN
02 |02 |202|05 |dan Evatuasi Sopiasls NG, 3 Dokumer) 48,880,800 2™ Krueng | Dana Transfer Umum- gy oo [Reformasi Seluruh SKPK | 9 Dakumed 60,465,200 :
dan Evaluasi Sabee, Dana Alokasi Umum e A KEUANGAN KABUPATEN
Pengelolaan Dana Dan Transformasi | Birokrasi
2 Pengelolaan Dana Keutapang 1
Perimbangan dan : F Publik
Dana Transfer Lainnya Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
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Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
: Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang indikator Program/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan ) ) 2034 )
Kode Urusan/ Program/ Keglatan/ Sub Alehir Capalan RKPD Capaian Target P F gleat Daerah
Kegiatan/ Sub Keglatan Parioda Tahun 2021 RKPD Tahun Target @ Prioritas Sasaran Penanggung lawab
Kegiatan RPIMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Dana =R P Target Pagu Indlkatif
Penylusunar? FT‘“"“’_"" Jumlah Petunjuk Teknis
Teknis Administrasi
i Administrasi Keuangan W e
euangan yang yang Berkaitan dengan Kab, Aceh en?Fz A .
Berkaitan dengan Penerimaan dan laya, Krueng | Dana Transfer Umum- iAo Mevwjucken BADAN PENGELOLAAN
5 |02 (02 12.02[10 |Penerimaan dan 5 Dokumery 60,598,600 : Polhukhankam  |Reformasi Seluruh SKPK | § Dokumeq 88,700,000
Pengeluaran Kas serta Sabee, Dana Alokasi Umum i i - KEUANGAN KABUPATEN
Pengeluaran Kas serta Dan Transformasi |Birokrasi
Penatausahaan dan Keutapang ¥
Penatausahaan dan 7 | Pelayanan Publik
A Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kardbiasl dan Jurnlah Dakumen
pety " Pelaksanaan Akuntansi
5 (02 o2 |203 Akuntansi dan dar Pelaporan 32 Dokumdn 0 Dokumen 8 Dokumen 290,040,800 & Dokumeg 257,388,436
Pelaporan Keuangan
skiats Keuangan Daerah
Koordinasi dan Jumish Rancangan
Penyusunan
Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan tentang
Daerah tentang .
: Pertanggungjawaban
Pertangungiawaban | i anaan APRD Kab, Aceh i »
Kabupaten/Kota dan Jaya, Krueng | Dana Transfer Unum- el 1 BADAN PENGELOLAAN
5 |02 |2 |2.03|05 [Kabupaten/Kota dan Racicangan Peritiran & Dokumery 262,748,900 b Dana Albkasi Urmum Palhukhankam y R_r_»fnrma.sl Seluruh SKPK 6 Dokumeg 213,239,500 KEUANGAN KABUPATEN
Rancangan Peraturan Kepala Dasrah tentang Keutapang Dan Transformasi |Birakrasi
Kepala Daerah tentang Penjabaran P Pelayanan Publik
Penjabaran
Pert s Pertanggungjawaban
EAANGOUNGIIIBAN | palaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota G
Penyusunan Kebijakan | Jumlah Kebijakan dan
dan Panduan Teknis Panduan Teknis Kab. Aceh | ME.WT‘! it [R——
il ol P’ . i 1
5 |0z 02 [203fog [OPCresions Opemsare 1 Dokumer) 14997 gop| 122 Krueng | Dana Transfer Umum= 1oy i iiam | Reformasi Seluruh SKPK | 1 Dokumep 15,000,000 | BAPAN PENGELOLAAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sabee, Dana Alokasi Umum 2iles z KEUANGAN KABUPATEN
s z x Dan Transformasi |Birokrasi
Akuntansi Pemerintah | Akuntansi Pemerintah Keutapang Pelavanan Publik
Daerah Daerah e
Penyusunan Sistem Jumlah Sistern dan Kab. Aceh Memperkuat
dan Prosedur Prosedur Akuntansi : Stabilitas Mewujudkan
K D Transfer U - BADAN N
5 [02 [0z [203|10 |Akuntansi dan dan Pelaporan 1 Dakumer} 6,990,100 12/ Krueng | Dana Transler Umum- o o [Reformasi Seluruh SKPK | 1 Dokumeg 13,000,000 PENGELOLAN
& Sabee, Dana Alokasi Umurm <N z KEUANGAN KABJPATEN
Pelaparan Keuangan | Keuangan Pemerintah Kauteoan Dan Transformasi | Birokrasi
Pemerintah Dacrah Daerah pang Pelayanan Publil
Jumiah Orang yang
Pembinaan Akuntansi, | Mengikuti Pembinaan Memperkuat
Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan o Stabilitas Mewujudkan
A Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- s BADAN PENGELOLAAN
5 |02 |02 20311 |Pertanggungjawaban | dan 43 Orang 5,304,000 Sabee, Dana Alokasi Umurn Palhukhankam Rtfarmafr Seluruh SKPK | 43 Orang 16,148,936 KEUANGAN KABLPATEN
Bamarintah P ggungjawab b Dan Transformasi | Birokrasi
Kabupaten/Kota Pamerintah Ay Pelayanan Publik
Kabupaten/Kota
Persentase penyaluran
m‘:“'j“ 9:1 dana transfer kepada
5 |02 |o2 204 ahh’“ pemerintah desayang | 100 Persen 0 Persen 100 Persen| 164,347,689,035 100 Perser 170,483,426,501
sesual perundang-
Keuangan Daerah
undangan yang berlaku
Analisis Perencanaan Juish tapcn Hasl Kab. Aceh Me.rTE*u“ g
Analisis Perencanaan laya, Krueng | Dana Transfer Umum 5 ! Apa BADAN PENGELOLAAN
| 1 494, 2 i 5
§ |02 {02 |2.04[08 |dan Penyaluran dan Peralicen 0 Laporan 61,958,494 500 Sabee, Ptk Mlekia Ui Palhukhankam R!:lormaln Gampong 0 Laparan 166,317,510,154 KEUANGAN KABUPATEN
Bantuan Keuangan H4h B KA Keiitehii Dan Transformasi | Birokrasi
g g Pelayanan Publik
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Rancangan Akhir R Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Frakicean Maju ——
indikator Program/ Realisasi Yy . 2024 "
Kode Urusan/ Program/ Akchir Capaian Target ¥ F gkat Daerah
Keglatan/ Sub Capalan RKPD =
Kegiatan/ Sub Kegi Parlode | ., o 2021 RKPD Tahun | Target —— Lokadd — Prioritas i il Penanggung Jawab
Kegiatan RPIMD 2022 2023 ‘agu Indikatif Nasional Dsbiak rget Pagu
Jumilah Laparan Hasil Kk reh i judk
Pengelolaan Dana i Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- = Aparatir BADAN PENGELOLAAN
02 102 204109 |t dan Mendesak | PEngefalaan Dana 1 Laparan 1,500,000,000 Sabee, Dana Alakasi Umum | POMukhankam _ n_gforma_sl Carnpeng 1 Laporan 1,522.500,000 KEUANGAN KABUPATEN
Darurat dan Mendesak Keittainn Dan Transformasi |Birokrasi
o Pel Publik
Jumlah Laporan Hasil ki aseh r:::;f;:::"m Mewujudkan
F lalaan Dana bagi | ~ L Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- ¥ Aparatur BADAN PENGELOLAAN
02 |02 (20410 Hasil KabupatenyKota | F=" 1 Dana bagi 1 Laporan 889,194,535 Sabee, Dana Bagi Hasi Polhukhankam h Rlel’ulma‘sr Gampong 1 Laparan 2643416347 KEUANGAN KABUPATEN
Hasil Kabupaten/Kota Keutapan Dan Transformasi | Birokrasi
pang Pelayanan Publik
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem | Jumlah Dokumen
02 |02 (205 Informasi Pemerintah | Implementasi dan 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dak 72,000,000 1 Dokumed 73,440,000
Daerah Lingkup Pemeliharaan SIPD
Keuangan Dasrah
o i dan Jumiah Dokumen Hasil P Sistem
Pemelihar:!; Sistem inplemenstas] don keb. Aceh Smbil?tas Mewujudkan !
02 {02 (20502 [Informasi Pemerinta | Pemelinaraan Sistem 1 Dokumeq 72,000,000) 218 Krueng | Dana Transfer Umum- |5y oo | Refarmeasi Pemerintah | 3 pokumeg 73,440,000| PADAN PENGELOLAAN
Daerah Bidan Informasi Pemarintah Saboe, Dana Alokasi Umum Dan Transformasi |8i 3 Daerah Lingkup KEUANGAN KABUPATEN
Keuangan Da:rah s Bicang Krutapang Pelayanan :uhlil: Keuangan
¥ Keuangan Daerah ¥ Daerah
:ENG:L‘:::A&N Opini BPK terhadap
0z |03 BARANG MILIK Laporan Keuangan WTP Opini 0 Opini WTP Qpini 310,581,500 WTP Opini 387,800,000
DAERAH Daerah
Persentase kesesuaian
dan ketepatan walkiu
perencanaan,
Pengelolaan Barang | pemanfaatan dan
02|03 |20 100 Pel 0P ¥ 310,581, T00 P 7,800,000
Milik Dagrah pelaparan Barang Milik hen Gl 0% Persey o 200 00 Persen s
Daerah terhadap
perencanaan
pengelolaan BMD
Kab. Acsh Menparuial )
0z lo3 |zo1lor Penyusunan Standar | Jumlah Standar Harga 1 Dok Enpaeian Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- :‘::'IL:S " ::f:u;ud!:an Barang Milik S 5 006 800 BADAN PENGELOLAAN
. Harga yang Disusun umed piaEs Sabee, Dana Alokasi Umum bosritnzat A b rmalﬂ Daerah umes T KEUANGAN KABUPATEN
Keutanan Dan Transformasi | Birakrast
parg Pelayanan Publik
Memperuat
Penyusunan Kab. Aceh .
Jumlah Rencana Stabilitas Mewujudkan i
Perencanaan Jaya, Erueng | Dana Transfer Umum- i Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
02103 1201103 | b utuhan Barang Kebuduban Eanng 1 Bamd 12232500 Sibee, Dana Alokasi Umum | FOIMukhankam | Reformasi Dacrah T:DokanEs 25000000 e NGAN KABUPATEN
Milik Daerah Milik Daerah Kautsrir Dan Transformasi | Birokrasi
i |Pelayanan Publik
Penyusunan Kebifakan | lumiah Kebijakan Hab, Acelh ';‘::":i‘:i?:;;‘“’“ Mewujudkan
Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- 3 Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
D Il Py | : f
02 103 j201{04 [Peng Barang Peng ' Barang 2 Dakumer 12,970,600 sabee, Dana Alokasi Umum Palhukhankam ) Rg!ormasu Wasrah 2 Dokumeg 25,000,000 KEUANGAN KABLPATEN
Milik Daerah Milik: Daerah Keltsni Dan Transformasi | Birokrasi
pand Pelayanan Publik
Jumlah Lap Hasil kan. fceh ?‘!'""'?erkuak A judh
- oran Hasil 2
Inventarisasi Barang AR Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- A Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
D2 |03 (201|068 Milik Daerah Irw!ntans:m (LHI) 1 Lapaoran 23,078,100 PR D Alaksst Urnum Palhukhankam ) H._eformnlsu Dascah 1 Laporan 46,000,000 KEUANGAN KABUPATEN
Barang Milik Daerah Halitasar Dan Transformasi |Birokrasi
pera Pelayanan Publik
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Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indil  Program/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan . 2024 . 2
Kod Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan Pariode Tahun 2021 RKPD Tahun | Target i A Lok — Prioritas —_— — Penanggung Jawab
n na e agu
Kegiatan RPIMD 2022 2023 gy Masional Daerah b
Jumiah Laporan Hasil Kah el :::::F;r:w Mewjudkan
I | Bj i
Pengamanan Barang Jaya, Krueng | Dana Transfer Urnuim- = 7 Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
02103 120107 |\ raerah Pengamanin Birony 39 Lapdran 1081412000 ¢ ) v Dana Alokasi Umnum || KL rrar Daerah 30 Laporar A5.800.0001 b ANGAN KABUPATEN
Milik Daerah Kaulsnarn Dan Transformasi |Birokrasi
pang Pelayanan Publik
Jumiah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil M I:
Koordinasi Penilaian Kb, Aceh 5:;_‘;;’ uat ——
02 |03 |201|oa [Peniiaian Barang Mitik | Barang Milik Daerah 0 Laporan 39.927 800| 2¥® Krueng. | Dana Transfer Umurm- P‘_““' % T Barang Millk | 0 Laporan 48,000,000|PADAN PENGELOLAAN
Daerah jum.lah Laporan Ha?if 3 Laporan ! Sabee, Dana Alokasi Umnum Dan Transformasi | Birokrasi Daerah 3 Laporan KEUANGAN KARUPATEN
Penilaian Baram_? Milik Feutapang Pelayanan Publik
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah
Pengawasan dan t:‘;z::::::‘““ Kab, Aceh Merl?geriuat A i
Pengendalian & Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- RN Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
0z |0z (2.01(09 Bengelalasn Brang Pengendalian 40 Laporany 20,408,000 Sahiae; Darca MlGRaR Uriiids Palhukhankam _ H.Fforma.y Dasrat 40 Laporar 38,000,000 KELANGAN KABLIPATEN
Milik Daerah Pengelolaan Barang Keutapang Dan Transfarmasi | Birokrasi
Milik Daerah Pelayanan Publik
i3 Jumiah Dakumen Hasil
Optimalisasi i
Penggunaan Dptimelisas: | Memperkuat
Pemgagnlnnmr;, Penggunaan, Kab, Aceh i T
: Pemanfaatan, Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- i : Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
{ dahta 5 100 Dok 3 Polhukhank; Ref 100 Dol 35,000,000
02103 1201110 |Pemindahtanganan, | o, - iohianganan, el il TRABTH0 s Dana Alokasi Umum aefbN ftinng Daerah Dok 2 KEUANGAN KABUPATEN
Pemusnahan, dan Pe ha Idan Kiste Dan Transformasi | Birokrasi
Penghapusan Barang TRETRnATL g Pelayanan Publik
Milik Daerah Penghapusan Barang
Milik Dasrah
Rekansiliasi dalam L‘::;f;lh:::::::“" Kab. Aceh -::::?;t:r:mll -
rangka Penyusunan Jaya, Krueng | Dana Transfer Unum- ] Barang Milik BADAMN PENGELOLAAN
02 |03 20|11 van Barang Milik rangka I’unyuiunall 3 Laporan 9,748,400 Sabee, Déna Mokl Urituis Polhukhankam ) R:afclma.su Dadrati 3 Laporan 40,000,000 KEUANGAN KABUPATEN
Db Laporan Barang Milik Keutapang Dan Transformasi |Birokrasi
Daerah Pelayanan Publik
:ms;‘;:un Feninglotan
02 |04 Pendapatan Asli 3.84 Perser| 0 Persen 184 Perser] 302,315,800 3.84 Persel 369,734,764
PENDAPATAN Daerah Aceh Jaya
DAERAH o
Prosentase
02 |04 |201 @ 6“’." fa Asii 3.84 persen 0 persen 3,84 perser] 302,315,800 3.84 perse! 369,734,764
Daerah
Perencanaan Jumlah Dokumen Kl Al rﬂFerkm j
) | Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- ST Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
02 [04 (20101 |Pengelolaan Pajak R.e.ncana Pengelolaan 1 Dokumer 0 Sabet: Dana Alokasi Umum Poﬂ'n.\lkhankarrl y R?imma.m Retribusi 1 Dokumes 3,000,000 KEUANGAN KABUPATEN
Daerah Pajak Daerah Keutapan Dan Transformasi | Birokrasi
pang Pelayanan Publik
Analisa dan Jumilah Dokumen Hasil Memperkuat
|Pengembangan Pajak | Analis Pajak Daerah Kab Aceh ili ih
i Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- o ‘Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
02 |04 |201|02 [Daerah, serta ; serla Pengembangan 5 Dokurmer 27,260,000 Sabee, O Alokss! Lidim Palhukhankam ) R?farma.g Retribusi 5 Dokumeg 25,000,000 KEUANGAN KABUPATEN
Penyusunan Kebijakan | Pajak Daerah don Caitanai Dan Transformasi |Birokrasi
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah Fa Pelayanan Publik
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Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang indikator Program/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan . . 2024 N )
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capalan RKPD Capaian Target P Daerah
Kaegiatan/ Sub Kegiatan Parioda Tahun 2021 RKPD Tahun Target o Prioritas Sasaran i Penanggung Jawab
Kegiatan RPIMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Dana i = Target Pagu In
Jumiah Laporan Kab, Aceh Memperkuat
I T o B oo Al i 20006 300| 127® Kiueng | Dana Transfer Umum-|SADS - [Medkan i pjak dan 110000000 | PADAN PENGELOLAAN
: i) . v poran g Sabee, Dana Alokasi Umum : ST (g 5 Retribusi poren SR KEUANGAN KABUPATEN
Kebijalkan Pajak Daerah | Penyebarluasan Kaitacnn Dan Transformasi | Birokrasi
Kebijakan Pajak Daerah Rang Pelayanan Publik
Penyediaan Sarana dan | Jumiah Sarana dan Kb Aceh 2"::?:;:‘:““ Mewujudkan
el , laya, Krueng | Dana Transfer Umum- Wajibs Pajak dan ) BADAN PENGELOLAAN
02 {04 (20104 Fr_asarans. | P Peng 2 Unit 21,250,000 Sabee, Dana Alokasi Umum Palhukhankam ) Rflarma_sl Retribusi 2 Unit 15,000,000 KEUANGAN ICABJPATEN
Pajak Daerah Pajak Daerah KiiAipii Dan Transformasi |Birokrasi
iy Pelayanan Publik
T Kab. Aceh Mospadion
Pendataan dan 3 ; Stabilitas Mewujudkan i 72
’ Pendaftaran Objek Jaya. Krueng | Dana Transfer Umum- | L Ref 3 Wajits Pajak dan 3t BADAN PENGELOLAAN
02 |04 |2.01|05 ?e_ndaft.a{an Objek Pajak Dacrah, Subjek 2 Laporan 35,000,000 Sitine: Dana Alokast Umum Ihukhankam [P urma.sr Retribusi aporan 35,000,000 KEUANGAN KABJPATEN
Pajak Daerah / 2 Dan Transformasi | Birokrasi
Pajak dan Wajib Pajak Keutapang i
Pelayanan Publik
Daerah
Pogiidan T Kb Sotes | Mewscon
Pemeliharaan, dan : ! laya, Krueng | Dana Transfer Umum- | ) : Wajil Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
02 |04 |2.01|06 Pelaporan Basis Data Femellharaun._dnn 2 Laporan 37,985,200 Sabee, Dana Alokasi Umum Palhukhankam ) R_el'ormn;su Retribusi 2 Laporan 38,000,000 KELANGAN KABJPATEN
Pajak Darah Pelaporan Basis Data Ketitapar Dan Transformasi | Birokrasi
Pajak Daerah Rang Pelayanan Publik
Penilaian Pajak Bumi
dan Bangunan Kab, Aceh Memperkuat
Perdesaan dan Jumlah Objek Pajak ! Stabilitas Mewujudkan . .
: L 2 Obyek Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- - Wajib Pajak dan | 2 Obyck BADAN PENGELOLAAN
02 |04 |201(07 |Perkotaan (PBBP2) yang Disesuaikan NJOP Pajak 102,539,800 Sabes, Dana Alokasi Umum Palhukhankam ) Rflnm5| Hekribusi Pajak 24,900,000 KEUANGAN KABUPATEN
serla Bea Perolehan nya Kiitann Dan Transformasi |Birokrasi
Hak atas Tanah dan Bara Pelayanan Publik
Bangunan {BPHTE)
K. At ;e::ufx:*m Mewujudk
o loa lotlon [Penetapan Waiib Pajak | Jumiah Dokumen — 38267 700| 1Y@ Kveng | Dana Transfer Umum- |2 i Rt | wajib Pajak dan| 21100000 | PADAN PENGELOLAAN
! Daerah Ketetapan Pajak Dasrah s EPL sabee, Dana Alokasi Umum B [ Retribusi I keuANGAN KaBUPATEN
Dan Transformasi |Birokrasi
Keutapang :
Pelayanan Publik
Pelayanan dan K, peeh :"t::;?;';k“a‘ Mewujudkan
_ Jurmlah Layanan dan laya, Krueng | Dana Transfer Umum- Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
02 j04 |2.01|09 |Kensultasi Pajak Konsultasi Pajok Daerah 1 Layanan 0 Sabee, Gans Alokast Uit Palhukharkam ) HFI'ormn_aI Retribusi 1 Layanan 1,500,000 KEUANGAN KABLPATEN
Daerah Dan Transformasi | Birokrasi
Keutapang
Pelayanan Publik
Penelitian dan Jumiah Data Pelaporan Kab, Aceh ::::‘“?t:r:uat judkan
Verifikasi Data Pajak Daerah yang Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
02 104 207110 1o oran Pajak Telah Dilakukan ¥ Bokume) O satice, Dana AlokasiUmum | 0hukhankam, _ (Refarmac] Retribusi Y Dalimeg 3900000 ¢ UANGAN KABUPATEN
Daerah Penelitian dan Verifikasi Keutapang Dan Toanshoronast | Bimioesl
Pelayanan Publik
. Kalb, Aceh [ L o
Penagihan Pajok L Dkliery e Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum AN \Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
02 jo4 (2011 Dacrah Pe.iaksanaan Penagihan 2 Dakurne 20,002,800 Sabee, Oana Aokas! Umum | Palhiukhankam Refulmalﬂ Retribusi 2 Dokumes 20,000,000 KEUANGAN KABUPATEN
Pajak Daerah Dan Transformasi | Birokrasi
Keutapang .
|Pelayanan Publik
Penyelesaian Jumlah Dokumen Hasil Kaly Kook MEI"'I‘F"“"’: jud!
L . = R , Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- | Ve iy Wajib Pajak dan . BADAN PENGELOLAAN
02 D4 |201(12 Pajak Peny 1 Dakumer (1] Sahae Dana Alokasi Umum Polhukhankam ) R.efclma.m Retribusi 1 Dakumeg 2,150,000 KELANGAN KABUPATEN
Daerah Pajak Daerah Keutapan Dan Transformasi | Birokrasi
pang Palayanan Publik
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Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
" Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang {ndikator Pragram/ Target Realisas! Praldraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan . 2024 H
Kode Urusan/ Program/ Keglatan/ Sub Ablchir Capalan RKPD Capaian Target ' F gkat Daersh
Kegiatan/ Sub :.g"““ Periode 1’:;"" 2021 RKPD Tahun | Target —_— Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPIMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Dana A F— Target Pagu Indikatif
Pemeriksaan dan : Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- pic Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
04 [2.01]13 Pengawassn Pajak Pengendalian dlan 2 Dokumer| 0 Sabee, Dana Alokasi Umam Polhukhankam Re‘larma.s: Retribusi 2 Dokumeg 4,105,651 KEUANGAN KABUPATEN
Daerah Pengawasan Pajak Keutapang Dan Transformasi |Birokrasi
Daerah Pelayanan Publik
Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Memperkuat
Pengawasan Pembinaan dan kab. Aceh Stabilitas Mewujudkan
i Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Pajslk . Pengawasan - 2 Laporan 0 Sabes, Dana Alokasi Umum Palhukhankam ' Refnrml.si Retribusi 2 Laporan 1079113 KEUANGAN KABUPATEN
Daerah dan Retribusi | Pengelolaan Retribusi Faitsnan Dan Transformasi |Birokrasi
Daerah Daerah e Pelayanan Publik
Elektronifikasi Jumiah Laporan Kab. Acch Me,",“_n'kuat S oy
; ; Perkembangan Jaya, Krueng | Dana Transfer Umum- = ' Wajib Pajak dan BADAN PENGELOLAAN
04 (20115 (Transaksi Pemerintah | gy o ko) Transaksi Thagoran O Sabee, Dina Mokssi Ui |Poindkhaniam _ [Reformad Retribusi TLaperan 5000000, c1;ANGAN KABUPATEN
Daerah Pemerintah Daerah Kiutepang Dan Transformasi |Birokrasi
Pelayanan Publik
TOTAL 177,856,021,765 183,980,366,197

64




BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA

Pendanaan program dan kegiatan BPKK merupakan cara penyusunan
pendanaan perumusan perioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-
masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada
setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan
dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 dapat dilihat pada

table 4.1 berikut ini:
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir|  Realisast | Prakiraan Capaian Kinsrja dan Keranglca Pendanaan L 2024
Indikator Program/ Capaian K ¥ Perangkat Daerah
Kode Program/ Keglatan/ Sub Periode | Capaian RKPD
Keglatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung lawab
Kegiatan RPIMD | Tahun 2021 | L o oo |Target2023 | Pagu indikatif Lokasi ber Dana Target Pagu Indikatif
n Nasional |  Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
02 KEUAMGAN 177,856,021,765 183,980,366,197
PROGRAM PENUNJANG
0z |01 s TENERNEAMAY e 701 Nilsi 0 Nilai 65.6 Nilai 10,723,528,480 65.6 Nilai 10,516,161,922
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlsh Dokumen
02|01 [201| |Pengenggaran,dan | Perencanaan dan 12 Dakurmen 0 Dokumen | 3 Dokumen 9,875,500 3 Dokumen 10,220,400
Kinerja F I Dak Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
Jumlab Dekumen | I
- o Perencanaan Perangkat Kab. Aceh b — &E:;emual BADAN
nyusunan men Dsersh 0 Dokumen ana Transter abihtas i 0 Dokumen
02 01 {201 |01 [Perencanaan Perangkat ) 4,927,200 ;"":‘ Kueng | mum-Dana Polhukhankam Dan :"‘:“’“":‘;’f‘ L 5110200 ;Eﬂ:;ﬁ:‘”
Dierats Jumlah Dokumen 2 Dokumen abee, Alokash Unmum Tt orAnd ormasl Birokras 2 Dokumen ;
Perencanaan Perangkat Keutapang Pelayanan Publik KABLIPATEN
Daersh
Memperkuat
Kab. Aceh BADAN
i Jumlah Laporan Evaluasi Dana Transfer Stabifitas
Eval K P e A OLAAN
02 |01 [2.01 [o7 [t Kinetha Peranglaat | 4o i Perangkat 1 Laporan 4948:300] Y2 KU | in-Dana Polhukhenksm Dan | cHiudkan oo 1 Uppvan 5,110200] GEL
Daerah Sabee, - Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Daerah Keutapang Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
Pelayanan Publik
Jumlah ASN yang
Administrasi Keuangan 5
2 i 4
02 {01 |2.02 Perangkat Daersh Mer.ml ima Gaji dan 72 arang 0 orang 72 orang 9,051,171,886 72 prang 8,473,052,313
Tunjangan
Jumlah Orang yang il Dana Transfer -;::_'Fl::“-“ BADAN
Penyedi ji d ’ il sk
02 o1 [2.02 [on |PEnvediaan Gaii dan Menerima Gajl dan 72 orang/bulbn 9,021,558.486| YA KIVEND e Dans Polhukhankam Dan [eviudkan Lo poke |72 omngmupn  Badzasaa|tECELOLAAN
Tunjangan ASN - Sabees, : < Reformasl Birakrasi KEUANGAN
Tunhjangan ASN et Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
ik Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Keuangap
Koordinasi dan Penyusunan Bulanah/ Triwdlanang Kab. Aceh M!."_'_p!‘kuat BADAN
Laparan Keuangan Bulanan/ Semestgrsiy SKED dan Lagoran Jaya, Krueng Pata Transfer Mewujudikan PENGELOLAAN
02 |01 |20z jo7 .p g Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan 29,613,400 : Umum-Dana Palhukhankam Dan y ey . |ASN BPKK 1 Laporan 30,600,000] .
Triwulanan/ Semesteran Keiangan Sabee, Ak Uik eanstormsl Reformasi Birakrasi KEUANGAN
SKPD 7 PATEN
P Bulanan/Triwulanan/Semgsteran Kestagara Pelayanan Publik AR
SKPD
Jumlah ASN yang
Administrasi Kepegawaian |
02 j01 |2.05 Perangkat Daerah ditingleatkan 14 Orang 0 Orang 4 Orang 20,000,000 3 Drang 56,449,860
Kompetensinya
Jumlah Orang yang " Memperkuat
Kab. Aceh
Bimbingan Teknis Mengikiti 8imbingan L8 Dana Transfer Stabilitas . SAbay
" ! S Jaya, Krueng Mewujudkan PENGELOLAAN
02 {01 |2.05 [17 [Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 3 Orang 20,000,000] . Umum-Dana Polhukhankain Dan | S ASN BPKK 2 Orang 20,400,000
Sabee, : Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Transformasi
Keutapang " KABUPATEN
Undangan Pelayanan Publik
Persentase Penyediaan
Administras! Umum Kebutuhan Penunjang
02 |01 |2.06 100 e n 100 pers 669, 1 641,614,656
Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Reiieo PN pemen w04 ! 00 persen
Daerah
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
c Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Torget Akhir| Reofisasi | ©reldrasn Capaian Kinerja dan Kerangka Pendansan —— 2024 srcu
Kod Indilator Program/ Capaian P F ghat Daerah
e Program/ Kegiatan/ Sub K Periode | Capaian RKPD Tecisks
egiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD . P Prioritas Sasaran " Penanggung Jaw.
Kegiatan RPIMD | Tahun 2021 Target 2023 | Pagu Indikatif Lalasi ber Dana Target Pagu Indilatif
Tahun 2022 Y Nasional Daerah
Koordinasi dan :'m::r,‘ II)D,k::mE"
5 [02 |02 [202| |Pengelolsan Seasbdndeial 49448 Dokunlen 0Dokumen | 12362 Dokunjen 272,401,400 12362 Dokunjen 324,199,938
| Perbendaharaan Daerah Pengelalaan
Perbendaharaan Daerah
Jumlah Dok Hasil Ko, Aezh Dana Transfer MQI"'_‘PE"‘”‘“ BADAN
. . umen Hasi .
Koord dan P , K M dk |PENGELOLAAN
5 |02 |0z [202 for | 27T0e 400 engelsRan | oardinas! dan 11620 Dokunfen 137,930,300 ;‘:EP Y Umum-Dana Polhukhankam Dan |0 SHCES o |Selunh SKPK | 11620 Dokunfen 145,035,338 o S
> Pengelolaan Kas Daerah me" = Alokasi Umum Transformiasi ) KABUPATEN
wend Pelayanan Publik
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Aceh Dania Transfar Eeln]:.lﬂl(uat BADAN
d Pei i H N {Mewujudic PENGELOLAAN
5 |02 [0z [2.02 [03 :'”g"fd_’”a" an Engehidalian:dan 728 Dokumer} 24,991,700 2V KENG G Dan Polhukhankam Dan | o UK e oluruh SKPK | 728 Dolumed 28,998,700
enerbitan Anggaran Kas Penerlutan Anggaran Sabee, Aokasi U et ; Reformasi Birokrasi KEUANGAN
dan SPD Kas dan SPD Keutapang it Pelnya:rxalf\ljblik KABUPATEN
Jumiak Dekumen Hasil
Koordinasi, Fasilitasi Koordinasi, Fasilitasi
i ! ! M
Asistensi, Sinkronisasi, Asistensi, Sinkronisas, Keb.Aceh | St::]‘;‘;:‘“a' BADAN
s [0z {02 |202 [os |Supervisi. Monitoring dan | Supervisi, Manitoring, 9 Dokumen 48,380800] e Knend | n-Dana Pokhmkair Gan [Wvjudian Selurah SKPK | 9 Dokumen 60,465,500 | TENGELOLAAN
Evaluasi Pengelolaan Dana | dan Evaluasi Sabee, At Uratiin et Reformasi Birakrasi KEUANGAN
Perimbangan dan Dana Pengelolaan Dana Keutapang Pelayanan Publik KABUPATEN
Transfer Lainnya Perimbiangan dan Dana
Transfer Lainnya
Pemyusunan Petunjuk Teknis | Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang | Administrasi Keuangan
3 M kuat
Berkaitan dengan yang Berkaitan dengan Kab. Aceh Dans Tansfor 51::.‘;2; - BADAN
5 |02 02 |202 |10 |Penerimaan dan Penerimaan dan 5 Dokumen 60,598,600] 1y Krveng {4 Dana Polktukhankam Dan. | e Wujudisn Seluruh SKPK | S Dokumen 88,700,000|"ENCELOLAAN
Pengeluaran Kas serta Pengeluaran Kas serta Sabee, Alokasi Umum rarsatiemiat Reformasi Birakrasi KEUANGAMN
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Keutapang Pelayanan Publik KABUPATEN
Pertanggungjawaban Sub Fertanggungjawaban
Kegiatan Sub Kegiatan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Pelal b i Pefal Aleuntansi
| 32 Doku ko 040,800 8 Dok 257,388.4;
5 (02 |02 (2.03 dan Petaporan Keuangan' | dart Pelagioiar okumen 0 Dokumen 8 Dokumen 290 umen 36
Daerah Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumish Rancangan
Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan
tentang
Daerah tentang .
Pertanggungjawaban Pertanggungjawabian Memperkuat
Pelaksanaan APED Pelaksanaan APBD Kab. Aceh Daris Tearisfer R BADAN
5 [02 |0z [203 |05 |Kabupatenskota dan Kaoupswen Rota/dan 6 Dokumen 262.748,900) 132 KVND | Dana Polhukhonkam Dan [MEWUudkan e b ckek | 6 Dakumen 213,239,500 PENGELOLAAN
R Rancangan Peraturan Sabee, 3 : p? Reformasi Birakrasi KEUANGAN
ancangan Peraluran Kepala Kepals D e Keutapsli Alokasi Umum Trangformasi KABUPATEN
Daerah tentang Penjabaran PR Dasanieniang ey Pelayanan Publik
: Penjabaran
Pertanggungjawaban Bt Iawab
Pelaksanaan APED i
Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD
P Kabupaten/Kota
Jumlah Kebijakan dan
Memparkuat
Panyusunan Kebijakan dan | Panduan Teknis Kab. Aceh Dana Transfer Stab;lul?; . BADAN
5 |02 {0 |2.04 |og {Panduan Teiis Operasianal | Operasional 1 Dokumen 14,997,800 1 KVENG | bang Pohukhankam Dan [ Mewuudkan Seluruh SKPK | 1 Dokumen 15,000,000 | ENGELOLAAN
Penyelenggaraan Akuntansi | Penyelenggaraan Sabee, Alokast Uniaiii tiiberad Reformasi Birokrasi KEUANGAMN
Pemerintah Daerah Akuntansi Pemerintah Keutapang |Petayanan Publik KABUPATEN
Daerah
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir|  Realisasi Prakirasn Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan < 2 2024
Kode Pragram/ Kegiatan/ Sub | Mdikator Program/ Periode | Capaian Rkpp | _ C2P3ian Kelomy Puraplean Disral
Kagistan Kegiatan/ Sub Kegiatan RPIMD T::Illl 2021 Target RKPD % 2023]  Pagutodi Lok B Prioritas Sasaran — [ Penanggung Jawab
et u leatif i Sumb na £ u Indi
Tahun 2022 | 149 ’ Nasional Daerah i ?
" Jumiah Dokumen Kab. Aceh IemipErkimg BADAN
Kaordinasi dan Penyusunan Dana Transfer stabifi ;
Perub: KUA d 1 M dic: PENGEL
02 |201 {02 |Perubahan KUA dan Frubshan KA din 2 Dekumen 85347.900| YA KVENG | yDana Polhukhankam Dan | o hC  eelurh SKAK | 2 Dokumen 88,795,955 OLARM
Perubahan PPAS yang Sabee, i : Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Perubahan PPAS . Alokasi Umum Tranafarmasi
Disusun Keutapang KABUPATEN
Pelayanan Publik
K poehy Dana Transfer ;‘Ei:ﬂ:tﬂklm o
. |Koordinasi, Penyusunan dan | Jumlah RKA-SKPD yang Jaya, Krueng il e Mewujudkan PEMGELOLAAN
02 (201 |03 Verifikasi RKA-SKPD Diverifikasi 44 Dokumen 48,840,800 Sabee, UI‘IIUI’!!:DBH& Pnlhukhanka'm Dan Reformasi Birokrasi Seluruh SKPK [ 44 Dokumen 50,813,968 KEUANGAN
Vaknasin Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
hong Pelayanan Publk
Koordinasi, Penyusunan dan Kas. Aceh Dana Trans{ ;‘:;l:;rruﬂ RADAN
el lat han RKA- LK kel ! Mewujudk ELOL.
02 [201 04 | Verifikasi Perubahan Rka- | umiah Perubahan RK/ 44 Dokumen 42,618,100) 2 KNENT | -Dana Palhukhankam Dan | duekan Seluruh SKPK | 44 Dokumen 44339871 | ENGELOLAAN
SKPD yang Diverifikasi Sabee, ; 7 Reformas] Birakrasi KEUANGAN
SKPD Vet Alokasi Umum Transformasi ABUPATEN
e Pelayanan Publik
Kb Aceh [ 'g::;:;:"““ BADAN
Koordinasi, Penyusunan dan | Jumlah DPA- SKPD yang Jaya, Krueng irgllhobelled Mewujudican ” PENGELOLAAN
02 1201105 | ifikasi DPA-SKPD Diverifikasi A4 Doy 49839100} Sotee: Hmum-Dea3 Polulianksm Dan | masi Birokrasi |Seluruh SKPK [ 44 Dokumen S0835921 | e aNGAN
Keutapang Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
: Pelayanan Pubhk
Kawrdinasi, Penyusunan dan Kab.Aceh Dana Transf [““elﬂ?l_”f*“‘ anAK
asl, Fel al Ll ana iransier -
R Perubahan DPA- 3 M dk . AAN
02 [201 |06 [Verifikasi Perubahan Dpa- | 2umiah Perubahan DP/ 44 Dokumen 0,821,000 12 Krueng | in-Dana Polhukhankam Dan [0 o oucxe  fselurub SKPK | 44 Dokumen 41,739,600 | ENGELOL
SKPD yang Diverifikasi Sabee, x Reformasi Birokrasi KEUANGAN
SKPD Keutapan Alakasi Umum Transformasi KABUPATEN
g Pelayanan Publik
Kaordinasi dan Penyusunan | Jumlah Peraturan Memperkuat
Kab. Acel BADA]
Peraturan Daetah tentang | Daerah tentang APBD J;l: K::;nq Dana Transfer Stabilitas Mewujudkan PENGENLOL AAN
02 [2.01 |07 [APBD dan Peraturan Kepala | dan Peraturan Kepala 2 Dokumen 215,540,800 Sa!;ele Umum-Dana Palhukhankam Dan |Reformasi Birokrasi Seluruh 5KPK | 2 Dokumen 198,791,055 KEUANGAN
Daerah tentang Penjabaran | Daerah tentang KPlltal - Alakasi Umum Transformasi KABUPATEN
APBD Penjabaran APBD pang Pelayanan Publik
Jumiah Peraturan
Daerah tentang
Pernubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Koordinasi dan Penyusunan | Daerah tentang Memperkuat
Peraturan Daerah tentang | Penjabiaran Perubahan Kab. Aceh Dana Transfer Stabih';as oo
APBD 0 Dokumen i 0 Dakum
0z |2.01 [og |Perubahan APBD dan H 241,558,600 Y2 KVEN | Dana Polhukhankam Dan | 12udkan b skpK i 225,859,974 | ENGELOLAAN
Peraturan Kepsla Daerah Jumiah Peraturan 2 Dokumen Sabee, Alokasi Urmum Transformasi Reformasi Birakrasi 2 Dokumen KEUANGAN
tentang Penjabaran Daerah tentang Keutapang Pﬂla;,ranan Publik KABUPATEN
Perubahan APBD Perubahan APBD dan .
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Jumlah Dokumen " et
. Regulasi serta Kebijokan Kab. Aceh Smpg BADAN
Koordinasi dan Penyusunan | .. ;. Dana Transfer Stabilitas
Bid A ran 0 Doku 0 Dok
02 |2.01 |09 |Regulasi serta Kehijakan gl s o e 95,141,500 :": Kieng | Umum-Dana Polhukhankam Dan :\';Mhlud#;r_'! fae | SEturuh SKPK il 98,985,217 E:Ef;gr:m
Bidang Anggaran Jumiah {_’Jokumen i 1 Dokumen K: :":' o Alokasi Umum Transfarmasi el 1 Dakumen KABLIPATEN
Regulasi serta Kebijakan H Pelayanan Publik
Bidang Anggaran
Jumlah Orang yang Memperkuat
Pembinaan Perencanaan Mengikuti Pembinaan ::I:' ?‘:::n Dana Transfer Stabilitas Mewuiudkan ::ri:gg_mw
02 |2.01 |13 |Penganggaran Daerah Penganggaran Daerah 33 Orang 632,317,850 Sa‘;;e 9" | umum-Dana Polhukhankam Dan Reforr:'lasi Birokrasi Seluruh SKPK | 33 Orang 664,266,275 KELANGAN
Pemerintah Kabupaten/Kota | Pemerintah Keuul o Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
Kabupaten/Kota pang Pelayanan Publik
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Aceh Jaya

Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir| Realisasi Pealdrasn Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan A ) 2024
Indikator Program/ Capaian Perangleat Dierah
Kode Program/ Keplatan/Sub | itan/ SubKegiatan | [Tiods | CopalanRiPD | oy AP Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
021 n I e
Kegiatan RPIMD | Tahun 2 Tohun 202z | ToTget2023 [ Pagu indilatif Lokasi Dana Pram 4 Target Pagu Indilatif
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan
5 |p2 |01 (208 Penunfang Urusan Jasa Penunjang Urusan | 100 persen 0 persen 100 persen 196,347,364 100 persen 480,282,544
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
lumlah Laporan Kah. Aceh Memperkuat BADAN
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa ]ayal Kruerig Dana Transfer Stabilitas Meswujudkan PENGELOLAAN
5 |02 (01 {2.08 |02 |Komunikasi, Sumber Daya | Komunikasi, Sumber 1 Laporan 179,094,364 Sab;& Umum-Dana Polhukhankam Dan Raformasi Birakras! BPKK 1 Laparan 340,233,008 KEUANGAN
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Kentaping Alckasi Umum Transformasi KABURATEN
yang Disediakan Pelayanan Publik
Jumiah Laporan Kah. Aceh Mainperiiat BADAN
diaan Jasa Pel P i - lasa Jaya, Krueng Dana franster |Sabiktas Mewujudian PENGELOLAAN
Feny relay reny 3 £ |
5 (02101 1208 {04 ] Kentor Pelayanan Umum Yaperah 17.253000] c.ires, i’:::l 3:‘:m :;:'”ﬂ”:;";?’“ Oan octormasi Birokrasi [ K *hagorsn 140,049,536 e aNGAN
Kantor yang Disediakan Keutapang ; Pela}..:an - KABUPATEN
Pemeliharaan Barang Jumlah Pemeliharaan
s [02 [01|209| [MilkPaerah Penunjang  ( Barang Penunjang 148 Unit 0 Unit 33 Unit 578,657,440 33 Unit 586,368,645
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Mem
erkuat
| Pemeliaraan, Biaya Perorangan Dinas atau Kab. Aceh Dana Transfer Sh?hi':izas BADAN
5 |2 |01 |2i09 Jor Pemeliharaan, dan Pajak: | Kendarasn Dinas 2 Unit 124,599,000| 22> KV€NT | i Dana Polhukhankam Dan | evuiudkan Barang Milke: |2 it 127,094,224 | \GELOLAAN
: Kendataan Perorangan Jabatan yang Dipelihara - Sabee, Alokasi Umum Transformasi Refarmasi Birakrasi | Daerah T I KEUANGAN
Dinas aau Kendaraan Dinas | dan dibayarkan Keutapang Pelayanan Publik KABUPATEN
labatary Pajaknyn
lumlah Kendaraan
jaan J M erkuat
:::;:‘::‘:a:s:izya Dinas Operasional atau Kab. Aceh Dana Transfer Sl::: l:':as BADAN
5 02 |01 |2.09 |02 |Pemeliharaan, Pajak dan :Pa;_'g“'l' ik 5 Unit 192,396,600 ]S‘:‘C: Kiveng | {ymum-Dana Polhukhankam Dan :";:::‘i'l‘;" " :?":E‘ Mtk | 5 Uit 192,405,660 :ig:;f;h““
Perizinan Kendaraan Dinas peiare dun 5 Alokasi Umum Transformasi | it oad
. dibayarkan Pajak dan Keutapang KABUPATEN
Operasional atau Lapangan =, Pelayanan Publik
Perizinannya
Jumlah Peralaten dan Mé A
Mesin Lainnya yang Kab. Aceh t‘npe % BADAN
e ; Dana Transfer Stabilitas ] ) .
5 o2 lo1 |2.00 |og | Pemetiharaan Peralatan dan Dipelihara 0 Unit 42.570000| 3V Krueng | s Polhukhankam Dan | Mewujudican Barang Milik | 0 Unit 43,395,084 | PENGELOLAAN
: Mesin Lainnya lumiah Peralatan dan 25 Unit el Sabee, Abekast Unim Trarstarnias Reformasi Biokrasi | Daerah 25 Unit : KEUANGAN
Mesin Lainnya yang Keutapang Pelayanan Publik KABUPATEN
Dipelihara
PeimeRharpan/Rehsilitasi | JumIan Gedung Kantor Kab.Aceh | o ransfer .::::ﬁﬁ:;ku“ BADAN
itas . "
i Jaya, Krue M dk: B, Milik " PENGELOLAAN
5 |02 |01 |2.09 [09 | Gedung Kantar dan ::::""9”"’" il 1 Unit 219091840 o M | Umum-Dana Polhukhankam Oan fo SRR i Toaeet [ 1 unit 223473677 | o aean
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Keutapang Alokasi Urnum E:i?:ﬁmna:ubiik KABLIPATEN
Opini BPK terhadap
PROGRAM PENGELOLAAN . i
ini i ini . 706,669,5
5 |02 |02 KEUANGAN DAERAH Laporan Keuangan Cpini Opini WTP Opini 166,519,595,985 WTP Opini 172,70 1
Daerah
Koosdinasl dan Jumlah Dokumen
5 |02 |0z (2.01 Penyusunan Rencana 752 Dokumer| 0 Dokumen 188 Dokumen 1.537.464,750 188 Dokumer 1.568,214,636
Penyusunan Anggaran
Anggaran Daerah
Kab. Aceh Memperkuat BADAN
Koordinasi dan Penyusunan | Jumiah Dokumen KUA Jaya, Krueng Rana Trensfer Stahiftas Mewujudkan PENGELOLAAN
15102102 1207 10V 1y ua dan pPAS dan PPAS yanyg Disusun 2 20kdnien 85339100 e, a:]::::l’ﬁ:’:‘l:ﬂ :;':‘“:‘:"_":‘I_’" DN | oeformas! Birokasl [STUbSKPK | 2 Dakumen BB.786800}  jAnGAN
Keutapang amiy KABUPATEN
Pelayanan Publik
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Torget Akhir| Ruslicass | Prakdreen Capaien Kinerjs den Kevanglca Pendanaan T 2024 P
Indilator Program/ Capaian F ghat Dzerah
Kode Frogeany Kegitan/ sy Kegiatan/ Sub Kegiatan Pucfods | Capuin AKPD Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawah
Kegiatan RPIMD | Tahun2021 | . - oo |Target2023 | Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indilatif
Nasional Daerah
- I ::Jm!nh Pakelt N Kab, Aceh .. Melrr.lF!-rkuat BADAN
nyediaan Kompanen mponen Instalasi ; ana iranster judks PENGELOLAAN
02 [01 |206 |01 |Instatasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan 1 Paket 4384800 £¥% K9 G- Dona Palhukhankam Dan _:L":'::‘”a‘:] Shauas [P 1 Paket 5,084,747 KEU et
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Keuta 2 i Alokasi Umum Transfarmasi KABUPATEN
Disediakan pang Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Aceh BADAN
! Jumlah Paket Peralatan Dana Transfer Stabifitas ;
Penyed Peralatan d Jaya, Ki Mewujudkan ; PENGELOLAAN
02 |01 [2.06 Joz [Ty aen PRrsatan dRn | 4y Perlengiapan 4 Paket 223,550,000] " Y Gum-Dana Polhukhankam Dan U o B 4 Paket 252,827,188
Pedengkapan Kantor A Sabee, : : Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Kantor yang Disediakan Alokasi Umum Transtarmasi
Keutapang KABUPATEN
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kah, Aceh BADAN
: o | Jumlah Paket Bahan Dana Transfer Stabifitas )
Penyediaan Bahan Logistik o Jaya, Krui Mewujudkar PEMGELOLAAN
02 |01 |2.06 |oa | CTYECEN BN ROGENE ) ogictii Kantar yang 5 Pakel 64,075.200] ™ "M Yrum-Dana |Polhukhankam Dan wuskan - apik 5 Paket 65,355,119
Kantor Fogizes Sabee, £ Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Disediakan o Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
e Pelayanan Publik
Jumlah Paket Barang Kab. Aceh Daivg Trarsler ;:::‘::Ial;kua‘ BADAN
5 LA 4
i ke ELOLAAN
o2 lo1 1206 s Penyediaan Barang Cetakan | Cetakan dan & Pakit 40,796,000 Jaya, Krueng Urrre- D Polhakhanian Din Mewujud ar:n  laprx & Paket 41,611,838 PENGELQI
dan Penggandaan Penggandaan yang Sabee, A p Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Disediskan Keotapang | MlekssiUmum | (Trensiomas KABUPATEN
Pelayanan Publik
Penyed; Bahan Bacaan Aumsah Dolumen Bahan Kab; Aceh Dana Transfer :’:::_':::‘U“ BABAN
laan Bahal i
02 |01 |2.06 |06 |dan Peraturan Perundang- Bacha dan Perativan 1 Dokumen 1,080,000 faya, Kueng Umnum-Dana Polhukhankam Dan Mewujud!cal.‘l BPKK 1 Dokurmen 1,146,105 PENGELOL AR
Perundang-Undangan Sabee, H ; Reformasi Birakrasi KEUANGAN
undangan 2o Slsarialian Keptapan Alokasi Umum Tramstormas! KABUPATEN
yang ks 9 Pelayanan Publk
Jumlah L fah, Acen Dana Transfer :::{:':::‘"" upeY
1 Laporan = ana I it i
= . o Jaya, Krueng Mewujudkan PENGELOLAAN
- 7
02 |01 |2.06 |08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 23,770,000 Sabee, Umum_ Dana Pnlhukhankgm Dan Reformasi Birokrasi BPKK 1 Laparan 24,247 746 KEUANGAN
Tamu Keiasa Alokasi Umum Transformasi KARUPATEN
Rang Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Rapat Jusatsly Liggan Kabi Aceh Dana Transfer M”_""I‘II’E”“-"“ RADAN
Kr M judie PENGELOLAAN
02 |01 |2.06 {09 |Kaordinasl dan Konsuhasi Peny!!eng_garaan Rapat 1 Laporan 246,413,640 J2y3, Krueny Umum-Dana Polhukhankam Dan SRE e . [BPEK 1 Laparan 251,341,913 4
SKPD Koordinasi dan Sabee, Alolast U i st Refarmasi Birokrasi KEUANGAN
Konsultasi SKPD Keutapang Pelayanan Publik KABUPATEN
Pengadaan Barang Milik ::wh :angaldann
02 |01 [207| |Daerah Penunjang Urusan U"‘"g P"'““{";9h 24 Uniit 0 Unit 8 Unit 262,806,650 8 Unit 268,173,504
Pemerintah Daerah rusan Pemenntal
Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Kab, Aceh e Tt I;:::;"ﬁ:':um BADAN
P i i i i M judl PEMGELOLAAN
N2 |01 j2.07 j02 engad.aan Kendarsali Dings | Dinas Operasons) i 3 Unit 125,000,000 Aa0n, Koy Umum-Dana | Polhukhankam Dan e g "'f' . | ASN BPEK 3 Unit i
Operasional atau Lapangan | Lapangan yang Sabee, ; Refarmasi Birokrasi KEUANGAN
Disediskan Kaidkiais Alokas: Umum Transformasi KARUPATEN
o g Pelayanan Publik
Kab. Aceh e BADAN
Jumlah Paket Mebel Jay, Krueng | Dana Transfer Mewujuel PENGELOLAAN
02 |01 |2.07 |05 |Pengadaan Mebel yang Disiclatan 4 Unit 37,806,650 Sabee, Umum_-Datla .Pulhul(hank.‘fm Dan Reformagi Birokrasi ASN BPKK 4 Unit 68,000,000 KEUANGAN
Reiitisnn Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
pang | Pelayanan Publik
jumiah Unit Gedung Kob.Aceh [ :::::;ETW BADAN
Pengad Kanter | Kant A Jaya, Kru = | e Mewujudiean PENGELOLAAN
02 |01 |27 |ag [Peng2tasn Gedung Kantar | Kantor atau Bangunan 1 Unit 100,000,000) " VM Umum-Dana IPolhukhankam Dan [ o oo AsEpkk | 1 Unit 200,173,504
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Sabee, = Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Disedliakan Kewtapang | AlekasiUmum - {Transformasi KABUPATEN
pang Pelayanan Publik
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Aceh Jaya

Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Torget Akhir| Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangha Pendanaan o ! 2024
Indikator Program/ Capaian P Peranglat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode | Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran - Penanggung Jawab
Kegiatan RPIMD Tahun 2021 Tahun 2022 | Target2023 |  Pagu Indikatif Lolkasi her Dana Target Pagu Indilcatif
S Nasional Daerah
Penyusunan Sistem dan Jumlah Sistem dan Kab. Aceh Diin rpmstas ::::‘E::‘ua‘ BADAN
Prosedur Akuntansi dan Prosedur Akuntansi dan laya, Krueng ) Mewujudkan PENGELOLAAN
. ,930, - . 1 Pl A
52102 1208 [1a Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan 1 Bokumion B0 Sabes, gD Pohukhankgm 20 Reformasi Birakrasi SHUNREE | LRk 12005000 KEUANGAN
X : Alokasi Umum Tranafarmasi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Keutapang > KABUPATEN
Pelayanan Publik
Jumiah Orang yang
Pembinaan Akuntansi, MEngrkull Pimbinman Kab. Aceh Memperkuat BADAN
Pelapbean din Akuntansi, Pelaporan Ko, i Dana Transfer Stabilitas MMewiiiudkar PENGELOLAAN
5 |02 oz |203 |1 ! dan 43 Orang s304,000] ™ Umum-Dana Polhukhankam Dan I Iseluruh Skpk | 43 Orang 16,148,936,
Pertanggungjawaban . Sabes, Reformasi Birokrasi KEUANGAN
Pemerintah Kabupaten/Kota Prrtanggunglamaban Keutapang Alokacsi UimUrn Transformas! KABUPATEN
P Pemerintah B Pelayanan Publik
Kabupaten/Kota
Persentase penyaluran
Penunjang Urusan dana transfer kepada
{5 |02 oz |2.04 Kewenangan Pengelolaan | pemerintah desa yang 100 Persen 0 Persen 100 Persen 164,347,689,035 100 Persen 170,483,426,501
Keuangan Daerah sesual perundang-
undangan yang berlaku
Jumiah Hasi A Memperkual DAN
Analisis Perencanaan dan “u::;;isl;:::;i:n;? r:!: Ktue:ng Dana Transfer Stabilitas A Fodl A ::NGELOLN\N
2 ) i 0 i
5 (02 j02 (2.04 |08 |Penyaluran Bantuan dan Penyaluran Bantuan 0 Laporan 161,958,494,500 Sabee, Umum_—DaM Pnlhukhankafm Dan Reformasi Sioknisi: |Gornpong 0 Laporan 166,317,510,154 KEUANGAN
Keuangan Keuangan Keutapang Alckasi Umum Transformasi KABUPATEN
g G |Pefayanan Publik
Jumiah Laporan Hasil gty el Dana Transfer ;:::?:t::“t BADAN
| ) ipd Mewujudk :
s |02 |02 [2.04 |og |FENgelolaan Dana Darurat {1 lsan Dana 1 Laporan 1.500000000] 2 Kveng | -Dana Palhukhankam Dan [, Jucxan Anataut 1 Laporan 1,522,500,000| ENGELOLAAN
dan Mendesak Sabee, Reformasi Birokrasi | Gampong KEUANGAN
Darurat dan Mendesak i Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
pand Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Hasil Kt Aceh Dana Transfer ;“:;:;:r:‘”"" Ebay
| D i Hasil , K ji
5 |02 {02 [2.04 |10 Pangelolash ang gl Hael Pengelolaan Dana bagi 1 Laporan 889,194,535 v, djecy] Umum-Dana Bagi  |Polhukhankam Dan MENUJUd!‘ar.' . Apasatur 1 Laparan 2.643,416,347 FENGELDIAAN
Kabupaten/Kota g Sabee, ; g Reformasi Birakrasi | Gampong KEUANGAN
Hasil Kabupaten/Kota Kautspang Hasil Transformasi KABUPATEN
¥ Pelayanan Publik
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Jumlah Dokumen
5 |02 |02 |2.05 Informasi Pemerintah Implementasi dan 4 Dokumen 0 Dakumen 1 Dokumen 72,000,000 1 Dokumen 73,440,000
Daerah Linghup Keuangan | Pemeliharaan SIPD
Daerah
Sistemn
= Jumlah Dokumen Hasil :
lrnpler_nentasl dan tislemaiast i Kab. Aceh MBI'I'II!!ML.IBI Inform_asr BADAN
Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan Sistem Java, Kruen Dana Transfer |Stabilitas Mewsjudian Pemerintah PENGELOLAAN
5 |02 |02 |2.05 |02 |Informasi Pemerimtah S 1 Dokumen 72,000,000 o 9 | Umum-Dana Polhukhankam Dan =T Dawrah 1 Dokumen 73,440,000
Daersh Bidang Ke Informas) Pemerintah Sabee, Alokasi U i 5 Reformasi Birokrasi Lingku KEUANGAN
aerah Bidang Keuangan Daerah Bidang Keutapang astimum S wanma| ghup KABUPATEN
Daerah Pelayanan Publik Keuangan
Keuangan Daerah
Daerah
Opini BPK terhadap
PROGRAM PENGELOLAAN i o e e
5 |02 |03 BARANG MILIK DAERAH Laporan Keuangan WTP Opini 0 Opini WTP Opini 310,581,500 WTP Opini 387,800,000
Daerah
Persentase kesesuaian
dan ketepatan wakiu
perencanaan,
Is [02 |0z |2p1| |Pengelolaan Barang Miliic | pemanfastan dan | 400 5oy 0 Persen 100 Persen 310,581,500 100 Persen 387,800,000
Daerah pelapuran Barang Milik
Daerah terhadap
perencanaan
pengelolaan BMD “

71




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir| Reslisasi PYaichish Capalan Kinerja dan Keranglos Pandarman R 2024
Kode Program/ Kegiotan/ sub | 'Ndllator Program/ | oLy | copalan Rpp | GPPaiaN ¥ Perstigiont Diatsh
Kegletan Kegiatan/ Sub Kegiatan REJMD Tahun 2021 Target RKPD T R Lot 8 Prioritas e Paai i Penanggung Jawak
u t Sumber Dana u heartif
Tahun 2022 |19 9 Nasional Dinrids el ¥
Kb Acel | s Thanster ;:gi]lipta;:uat g
Jumlah Standar Harga o Jaya, Krueng bkl Mewujudkan Barang Milik PENGELOLAAN
02 {03 |2.01 |07 |Penyusunan Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 64,625,200 Sabee, Umum-Dana Pohukhank?m Dan Reformasi Birokrasi |Daerah 1 Dokumen 85,000,000 KEUANGAN
Cotanan Alokasi Umum Transfarmasi KABUPATEN
Pang Pelayanan Publik
Memperkuat
] BADAN
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana :(:l: AK::en Dana Transfer Stabilitas Meaiiisien Barana Milik PENGELOLAAN
02 |03 [2.01 [03 |Kebutuhan Barang Milik | Kebutyhan Barang Milik 1 Dokumen 12,232500) 0> MY Gum-Dana Polhukhankam Dan ipshid 8 1 Dokumen 25,000,000
Sabee, § Z Refonmasi Birakrasi  |Daerah KEUANGAN
Daerah Daerah Keutsnsii Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
pang Pelayanan Publik
Memperkuat
i X Kab. Aceh 3
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan ]: " K’:en Dana Transfer | Stabilitas Mewgiidkar Barang Milik E:IE:;.OL AAN
02 |03 |2.01 (04 {Pengelolaan Barang Milik Pengelolaan Barang 2 Dokumen 12,970,600 L] 9 | Umum-Dana Polhukhankam Dan s 2 g 2 Dokumen 25,000,000
i Sabee, ] g Reformasi Birokrasi | Daerah KEUANGAMN
Daerah Milik Daerah Keutapan Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
pang Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Hasil Kabs. fceh Dana Transfer ;:::i‘:;::”“l RADAN
Inventarisasi Barang Milik  Kr s | Mewujuelk Milik
02 |03 |2.01 [og || Ve East Borang MK entarisasi (LHD 1 Laporan 23078100] 1 KIVENG . Dana Poffukiankention: [orukar: | [BsangSiflc: fon 46,000,000| " NGELOLAAN
Daerah 7 Sabee, : . Refonmasi Birokrasi  |Daerah KEUANGAN
Barang Milik Daerah Keutsbify Alolasi Umum Transformasi KABUPATEN
ispang Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Hasil s, Aenh Dana Transfer ;:::i‘;:':“a‘ BADAN
Pengarmanan Barang Milik Jaya, Krueng d Mewujudkan Barang Milik PENGELOLAAN
02 |03 |2.01 |07 Cutrah Pen.gaman:!n Barang 50 Laporan 108,141,200 Sabes, Umlim.-Dana Pﬂlhukhank:,m Dan Reformasi Birokrasi |Daerzh 50 Laporan 45,800,000 KEUANGAN
Milik Daerah axmnin Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
P Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Kab. Aceh Sernisnd ::e:;rrku.n BADAN
. 2 B Milik Daerat i ana Transfer abilitas ] : 0L
o2 lo3 [2.01 loa ;f.;::l-:;‘m Barang Milik arang Milik Daera 1_ aporan 39.927.800 JS‘:_.;: Krueng Ui Diisa Pothukhankam Dan :;wu]ud:(? . garana ilik aporan 48,000,000 ::ﬁ-i:l.ﬁﬁ;sm
Jumllsﬁ Laporan Ha.su.l 3 Laporan ) 5 Alokasi Umum Transformasi bbbl ot L 3 kapavin KABUPATEN
Penilaian Barang Milik Aytapang Pelayanan Publik
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Duerah
Jumlah Laporan Hasil Kab. Aceh Memperkuat BADAN
Penpewasan. dan FERRNesEn dan Jaya, Krueng Dana Tansfer Stakilitns |Mewujudikan Barang Milik PENGELOLAAN
02 {03 |2.01 |09 |Pengendalian Pengelolaan | Pengendalian 40 Laporan 20,408,000 i Umum-Dana Polhukhankam Dan g el 9 40 Laparan 38,000,000
i Sabee, : . Reformasi Birakrast | Daerah KEUANGAN
Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Kictara Alakasi Umum Transformasi KABUPATEN
Milik Dacrah pang Pelayanan Publik
Jumlah Dekumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan, | Optimalisasi
Pemantaatan, Penggunaan, Kab. Aceh .Men?{]ﬂkunt BADAN
Pemindahtanganan Pemanfaal; J Kruen. Dara Jtarier Sbitay Mewujudk: Barang Milik PENGELOLAAN
02 |03 [201 19 | ETINGaNtanganan, 2985 100 Dokumerp 18,449,700 2% MV Gum-Dana |Polivukhankam Dan |+ o aueen o |Barang MK 60 poygmed 35,000,000
Pemusnahan, dan Pemindahtanganan, Sabee, 5 . HReformasi Birokrasi  |Daerah KEUANGAN
- Alokasi Umum Transformasi
Penghapusan Barang Milik | Pemusnahan, dan Keutapang KABUPATEN
Pelayanan Publik
Daerah Penghapusan Barang
Milik Daerah
Jumiah Laporan Hasil Memperkuat
i Kab. Aceh B
Rekonsiliasi dalam rangka | Rekensiliasl dalam J:ya I(:Uen Dana Transfer Stabilitas Mewuiudkan Barang Milik :P?EENLOLMN
02 |03 |2.01 |11 |Penyusunan Laporan Barang | rangka Penyusunan 3 Laporan 9,748400 N 9 Umum-Dana Palhukhankam Dan . b : 4 3 Laporan 40,000,000
i Sabee, ; Reformiasi Birokrasi | Daerah KEUANGAN
Iilik Daerah Laporan Barang Mikk Eatapan Alakasi Umum Transformasi KABUPATEN
Daerah Farg Pelayanan Publik
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir|  Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan - : 2024 . .
Indikator Program/ Capaian P F gleat Daerah
Kode Pragram/ Kegiatan/ Sub s Periode | Capaian RKPD 5
Keglatan Kegiatan/ Sub Kegiatan RPIMD Tahun 2021 | TeT9etRKPD | [ ma— T . Prioritas 4 Bt Penanggung Jawab
a u Indi Sumik ana arget
Tahun 2022 W B Nasional Daerah v w
Peningkatan
PROGRA| LAAN i
|5 |02 |04 FENDRMH;:’LEAEEL:\H Pendapatan Asli Daerah | 3.84 Persen 0 Persen 3.84 Persen 302,315,800 3.84 Pursen 369,734,764
Aceh laya
Kegiatan Pengelolaan Prosentase Peningkatan
5 (o2 .m 3.84 0 | L 302,315, 384 369,734,764
i Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah pEmEn ks R b e L
Aniltss gy Pengembiig jﬁun:llli:hP;iak D erl :“II sz uan Dana Transfer ;:::i‘:i’t:::u“ RADAN
Pajak h, sert il Jaya, K Mewujudl jib Pajak
5 [02 [0 201 Joz [Pk Daershiserta | sembangan 5 Dokumen 21,260000| 27 MM Grum-Dana Polhukhankam Dan [oordudkan - |WajibPajak f o en 25,000000[ - CELOLAAN
Penyusunan Kebijakan Pajak | " Sabee, E Reformasi Birokrasi  |dan Retribusi KEUANGAN
Disasak Pajak Daerah dan Keulaping Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
Kebijakan Pajak Daerah Pelayanan Publik
Penyuluhan dan :"::1[:::::’:’3" Kab, Acen Dana Transfer ﬁ:;‘:":‘“"“ BARAY
K s M ki Waijib Pajak ELOLAAN
5 |02 |04 1201 [03 |Penyebarluasan Kebijakan | Penyuluban dan 2 Laparan 20,006,300 J2yn Anieng Umum-Dana Palhukhankam Dan ewu}uﬂ. ‘f' il b Laporan 110,000,000 PENG
E Sabee, ] ; Reformasi Birakrasi  |dan Retribusi KEUANGAN
Pajak Diaerah Penyebarluasan Vit Alokasi Umum Transtormasi KABUPATEN
Kebijakan Pajak Daerah pang Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Aceh BADAN
Penyediaan Sarana dan Jumiah Sarana dan Dana Transfer Stabilitas . P
| . Jaya, Krueng Mewujudkan Wajib Pajak ) PENGELOLAAN
5 102 104 12,01 {04 |Prasarana Pengelolaan Pajak P@sarana Pengelolaan 2 Unit 21,250,000 Siicaa Umum-Dana Palhukhanlca.m Dan Reformesi Bivokrasl ldsn Retrbush 2 Unit 15,000,000 KEUANGAN
Daerah Pajak Daerah Keutagan Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
4 Pelayanan Publik
JP:’::I?:: lap: :1 e KatyAteh Dana Transfer ;:;:‘:ﬁpl:r:ual DAUAN
Pendataan dan Pendaftaran gl 8 ; Jaya, Krueng | Mewujudkan Wajib Pajak PENGELOLAAN
5 |02 j04 j2.01 |05 Objek Pjak Daerah Pendaftaran Ohjelf Pajak 2 Laporan 35,000,000 Sabee, Umum.-Dana Palhulchankam Dan Reforinust Biookiis: |dan Rattos 2 Laporan 35,000,000 KEUANGAN
Daerah, Subjek Pajak Keutapang | Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
dan Wajib Pajak Daerah Pelayanan Publik
Jumiah Laporan Hasil ” Memperkuat
Kah. h BADAN
Pengolahan, Pemeliharaan, | Pengolahan, ) o ) i:en Dana Transfer Stabilitas Meivuiiidican Wajib Pajok P:NGELOI.AAN
5 (02 |04 {201 [06 |dan Pelaporan Basis Data | Pemeliharaan, dan 7 Laporan 37.989,2000 0 MM | mom-Dana Polhukhankam Dan T AR | o aporin 38,000,000,
: - Sabee, % _ Reformasi Birokrasi  |dan Retribusi KEUANGAN
Pajak Daerah Pelaporan Basis Data Felitaai Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
Pajak Daerah HORARg Pelayanan Publik
Penilaian Pajak Bumi dan Memperkuat
Kab, Aceh BADAN
Bangunan Perdesaan dan | Jumlah Objek Pajak Dana Transfer Stabilitas : e i
2 k " L ke Wajils Pajak 2 LOLAAN
s |02 |04 [201 |07 |Perkotaan (PBBP2) serta Bea | yang Disesuaikan NIOP Qo 102,539,800) S22 Krveng | Bana Polnidankam Gan | o udictn o Fajaic, . | 2 Clyek 84,900,000 OE
Pajak Sabee, : ; Reformasi Birokrasi  |dan Retribusi | Pajak KEUANGAN
Peralehan Hak atas Tanah | nya Kediaping Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
dan Bangunan (BPHTB) Pelayanan Publik
Kab. Aceh Memparut BADAN
e |03 loa |21 lag Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen 1 Dok 38.267.700 Jaya, Krueng Eam Tr;nsfer g::ll::! kam D Mewujudkan Waijib Pajak 1 Dok 21,100,000 PENGELOLAAN
. Daerah Ketetapan Pajak Daerah uman 0L sabee, Fuihene WKNPAKAIN DA | poformasi Birokrasi |dan Retribusi urmen J KEUANGAN
Keutapang Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
Pelayanan Publik
IMemperkuat
Kab. Aceh BADAN
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Stabilitas . P
Jaya, Ki dk E
5 [02 {04 |201 |11 |Penagifan Pajak Daerah | Pelaksanaan Penagihan 2 Dokumen 20,002,800) =% Y i Dana Polhukhankam Dan [Vewuiudkan — (WaiibPajak 1, L 20,000,000 ] LN GELOLAAN
Sabes, - 3 Refarmasi Birokrasi  |dan Retribusi KEUANGAN
Pajak Daerah Keutapan Alokasi Umum Transformasi KABUPATEN
i Pelayanan Publik
TOTAL|  177.856,021,765 183,980,366,197
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023, disusun berdasarkan Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 dalam
menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu
Renja-SKPK BPKK Aceh Jaya juga merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan
rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat
menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber
pembiayaannya berasal dari APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan
untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan
dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;

b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan arah
yang telah ditetapkan;

c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan
merencanakan alternatif sumber pembiayaan;

d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan
kegiatan yang telah disusun; dan

e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja BPKK Aceh Jaya ini, maka rekomendasi
untuk pengelola keuangan Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan
mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan,

penatausahaan dan pelaporan;
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b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar
bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan
permasalahan keuangan dan aset daerah; dan

¢. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKK
Aceh Jaya yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program,
kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Seluruh rangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam

Rencana Kerja ini merupakan dokumen pendukung pencapaian kinerja pada

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK)

Aceh Jaya Tahun 2023-2026.

Calang, 15Juli 2022
g; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan upaten
Aceh Jaya

FRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720327 200212 1 003
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Aceh Jaya
Telp/Fax. (0654) 002210251, Email: pkk.acehjaya@gmail.com Kode Pos 23654

CALANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
ACEH JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
ACEH JAYA TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Penyajian Rancangan
Rencana Kerja SKPK;

b. bahwa untuk menyelaraskan program kegiatan dengan
penganggaran masa 1 (satu) tahun kedepan diwujudkan dalam
Penyusunan Rencana Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan harapan sebagaimana
dimaksud pade huruf a dan b, dirasa perlu adanya Keputusan
Kepala Badan Pengelolaan E{euangan‘Kabupaten Aceh Jaya.

[y

Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negars;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Jaya,;

8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Jaya Tahun 2017-2022;



9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menetapkan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023,
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. '

Ditetapkan di Calang.
pada tanggal 14 Juli 2022 M
23 Dzulqai'dah 1443 H

{ KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN RABUPATEN
- —5ACEH JAYA,

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

. Bupati Aceh Jaya di Calang;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
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LAMPIRAN :KEPUTUBSAN KEPALA BPEK ACEH JAYA

ROMOR
TANGGAL H

: 24 TAHUN 2022
MRJIULI 2022 M
22 DZULHIJJAH 1443 H

PENETAPAN/PENUNJUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENJA
BPFEE ACEE JAYA TAHUN ANGQARAN 2023

NO JABATAN POEKOK JABATAN DALAM TIM
a | Tim Eoordinasi
1 | Kepala BPKR Ketua
2 | Sekretaris BPKK Seleretaris
3 | Kepala Bidang Pendapatan Anggota
4 | Kepala Bidang Anggaran Anggota
5 | Kepala Bidang Aset Anggota
6 | Kepala Bidang Aluntansi Anggota
7 | Kepala Bidang Perbendaharaan Anggota
b | Tim Penyusun
1 | Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Penyusun

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2 | Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Penyusun
3 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusun

freraLa BAUAN FENOELOLAAN KEUANGAN
4 ' T

4N UPATEN
"2 ACEH JAYA,




BERITA ACARA PENYELARASAN/EVALUASI
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA-SKPK) TAHUN 2023

Hari  : Senin 6 Juli 2022
Pukul :08.00 WIB s.d Selesai
SKPK :BPKK

Kesesuaian
No Uraian Ada | Tidak Tidak Lanjut Penyempurnaan
Ada
1 2 3 4 5
Surat Keputusan Kepala SKPK tentang
_ v Lengkap dan dilampirkan dalam dokumen
Tim Penyusunan Renja SKPK
Sistematika Renja SKPK Tahun 2023
) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri J Sesuai dengan Sistematika dalam Permendagri 86 Tahun

Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, 2017

yaitu ;

BAB | : PENDAHULUAN v

1.1 Latar Belakang v ada

1.2 Landasan Hukum v ada

1.3 Maksud dan Tujuan vV ada

1.4 Sistematika Penulisan N ada

BAB. Il : HASIL EVALUASI RENJA J

SKPK TAHUN LALU

Lengkapi Narasi tentang:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasilkkeluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenunhi
target kinerja hasilkkeluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK J kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPK 4, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, (
terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran
yang periu diambil untuk mengatasi faktor-faktor




Kesesuaian

No Uraian Ada | Tidak Tidak Lanjut Penyempurnaan
Ada
penyebab tersebut.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPK v ada
2.3 Isu-Isu Pentm:q Penyelenggaraan J J—
Tugas dan Fungsi SKPK
Sebaiknya memuat tentang Penjelasan temuan-temuan
setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
. perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misainya:
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
— v terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda, yang
nantinya akan ditampilkan pada tabel 2.3
Sebalknya memuat
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program/kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan J 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
Kegiatan Masyarakat dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah
3. Pada table 2.4 Sebaiknya indikator kinerja
dilengkapi/diisi sesuai dengan indikator kinerja
program
BAB. Il : TUJUAN DAN SASARAN J
RENJA SKPK
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan
v ada
Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPK N
Sebaiknya juga memuat terkait narasi tentang Capain -
capaian indikator pembanngunan sesuai dengan RPJMK,
SDGs, Pengentasan kemiskinan
3.3 Program dan Kegiatan v Berikan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun Kombinasi
keduanya.




Kesesuaian
No Uraian Ada | Tidak Tidak Lanjut Penyempurnaan
Ada
Lampirkan Cetak Laporan Renja yang Penetapan pada
SIPD Koreksi penomoran table menjadi Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Lampirkan Cetak Laporan RKPD yang Penetapan pada
BAB. [V : RENCANA KERJA DAN J SIPD
PENDANAAN SKPK Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah
Penutup sudah baik
BAB V : PENUTUP v
Sesuaikan Tanggal Pengesahan Dokumen Oleh Kepala
SKPD, pada tanggal 8 Juli 2022
Unsur SKPK, Pemeriksa Renja,
BPKK Kabupaten Aceh Jaya Bappeda Kabupaten Aceh Jaya

CoNurmalah aya b
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